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Hikmah Wiffaqi, 2018. Implementasi Pengawasan KBIH 
(Kelompok Bimbingan Haji) Oleh Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Timur. 
Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: 
Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur? Apakah tujuan 
dari pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Timur?. Untuk menjawab rumusan masalah 
tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif. Informan dalam penulisan ini adalah pegawai dari 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Setelah 
itu data yang diperoleh dianalisis induktif dan deskriptif menurut 
Lexy J. Moleong. 
Dalam proses penelitian ini penulis berusaha untuk mengetahui 
bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pegawai  Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam 
Mengimpelentasi Pengawasan di Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Jawa Timur telah diterapkan dengan sebaik-baiknya 
Kata kunci: Impelementasi Pengawasan KBIH (Kelompok 
Bimbingan Haji) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur. 
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IMPLEMENTASI PENGAWASAN KBIH (KELOMPOK BIMBINGAN 
IBADAH HAJI) OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA 
PROVINSI JAWA TIMUR 
A. Latar Belakang 
Manajemen memiliki beberapa fungsi yang terkait dengan tujuan 
pencapaian organisasi. Para ilmuan memiliki beragam pendapat tentang 
fungsi-fungsi manajemen atau juga yang disebut unsur-unsur manajemen. 
Menurut Henry Fayol yang dikutip dari buku Malayu S.P Hasibuan yang 
berjudul Manajemen, manajemen itu terdiri dari fungsi-fungsi planning, 
organizing, coordinating, commanding dan controlling.
1
 
Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan (controlling) 
adalah suatu proses untuk memastikan apakah tujuan yang telah 
direncanakan oleh organisasi telah tercapai atau tidak. Keberhasilan 
manajemen pengawasan didukung oleh manajemen perencanaan yang 
baik, karena perencanaan dan pengawasan merupakan dua fungsi pokok 
manajemen, keberhasilan perwujudan rencana sangat ditentukan oleh 
pengawasan yang didesain dan diimplementasikan oleh manajemen.
2
 Oleh 
karena itu, setiap organisasi diperlukan adanya pengawasa agar tujuannya 
tercapai. Hadis ini menerangkan tentang pengawasan seorang wali kepada 
anak yatim. 
                                                             
1 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 8. 
2
Mulyadi, Sistem Perencanaan & Pengendalian Manajeme, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 
645. 































 ِسٌِ اَّطنا َُُتأ َلَاق ُّٓ ِثِٕجُّرنا ََّْٕذٔ ُهْت ُحَهَمْسَد َ  ٍحْسَظ ِهْت َِسْمَع ُهْت ُدَمَْدأ ِسٌِ ا
َّطنا َُُتأ َِٓىش َّدَد
 ُهْت ُج َ ْسُع ِٓوََسثَْخأ ٍبَاٍِش ِهْتا ْهَع ُُطؤُُ ِٓوََسثَْخأ ٍةٌْ َ  ُهْتا َاوََسثَْخأ ُحَهَمْسَد َلَاق َ َاَىش َّدَد
 ِ َّاللَّ ِل ُْ َق ْهَع َحَشِئاَع ََلأَظ ُ ًََّوأ ِسْٕ َت ُّصنا{  َبَاط اَم اُُذِكْوَاف َّمَاَرْٕنا ِٓف اُُطِعُْقذ ََّلَّأ ُْمرْفِخ ِْنإ َ
 َعَاتُز َ  َزَُلَش َ  َّىْصَم ِءاَعِّىنا ْهِم ْمُكَن}  َإٍِِّن َ  ِسْجَد ِٓف ُنُُكَذ ُحَمَِٕرْٕنا َٓ ٌِ  ِٓرُْخأ َهْتا َأ ْدَنَاق
 َاٍِقاَدَص ِٓف َطِعُْقٔ َْنأ ِسْٕ َغِت َاٍَج ََّ ََصَرٔ َْنأ َإٍُِّن َ  ُدُِٔسَٕف َاٍُناَمَج َ  َاٍُناَم ًُُثِجُْعَٕف ًِ ِناَم ِٓف ًُُكِزاَُشذ
 َّهَْعأ َّهٍِ ِت اُُُغهَْثٔ َ  َُّهٍَن اُُطِعُْقٔ َْنأ َِّلَّإ َُّهٌُُذِكَْىٔ َْنأ اٍَُُُىف ُيُسْٕ َغ َإٍِطُْعٔ اَم َمْصِم َإٍَِطُْعَٕف
 ْدَنَاق ُج َ ْسُع َلَاق َُّهٌا َُ ِظ ِءاَعِّىنا ْهِم ُْمٍَن َبَاط اَم اُُذِكَْىٔ َْنأ اَُسُِمأ َ  ِقاَد َّصنا ْهِم َّهٍِ ِرَّىُظ
 ُ َّاللَّ َلَصَْوَأف َّهٍِ ِٕف ِحَٔ ْٖ ا ِيِرٌَ َدْعَت َمَّهَظ َ  ًِ ْٕ َهَع ُ َّاللَّ َّّهَص ِ َّاللَّ َلُُظَز ا ُْ َرَْفرْظا َضاَّىنا َِّنإ َُّمش ُحَشِئاَع
 َّمَج َ  َّصَع{  َّمَاَرٔ ِٓف ِبَارِكْنا ِٓف ْمُكْٕ َهَع َّهُْرٔ اَم َ  َّهٍِ ِٕف ْمُكِٕرُْفٔ ُ َّاللَّ ُْمق ِءاَعِّىنا ِٓف ََكوُُرَْفرْعَٔ
 َُّهٌُُذِكَْىذ َْنأ َنُُثَغَْسذ َ  َُّهٍَن َةِرُك اَم َُّهٍَوُُذُْؤذ َلَّ ِٓذ َّلَنا ِءاَعِّىنا}  ُ َّاللَّ َسَكَذ ِْرَّنا َ  ْدَنَاق
 ُ ًََّوأ َّناَعَذ{  ِبَارِكْنا ِٓف ْمُكْٕ َهَع َّهُْرٔ}  َإٍِف ُ َّاللَّ َلَاق ِٓرَّنا َّنَُْلْا ُحَٔ ْٖ ا{  ََّلَّأ ُْمرْفِخ ِْنإ َ
 ِءاَعِّىنا ْهِم ْمُكَن َبَاط اَم اُُذِكْوَاف َّمَاَرْٕنا ِٓف اُُطِعُْقذ}  ِحَٔ ْٖ ا ِٓف ِ َّاللَّ ُل ُْ َق َ  ُحَشِئاَع ْدَنَاق
 َِسُْخْلْا{  َُّهٌُُذِكَْىذ َْنأ َنُُثَغَْسذ َ}  َهِٕد ِيِسْجَد ِٓف ُنُُكَذ ِٓرَّنا ِحَمَِٕرْٕنا ْهَع ْمُكِدََدأ َحَثْغَز
 ِءاَعِّىنا َّمَاَرٔ ْهِم َاٍِناَمَج َ  َاٍِناَم ِٓف اُُثِغَز اَم اُُذِكَْىٔ َْنأ اٍَُُُىف ِلاَمَجْنا َ  ِلاَمْنا َحَهَِٕهق ُنُُكَذ
 ْهَع اًعِٕمَج ٍدْٕ َمُد ُهْت ُدْثَع َ  ُّٓ ِوا َُ ْهُذْنا ُهَعَذْنا َاَىش َّدَد َ َُّهٍْىَع ْمٍِ َِرثْغَز ِمَْجأ ْهِم ِطْعِقْنِات َِّلَّإ
 ََلأَظ ُ ًََّوأ ُج َ ْسُع ِٓوََسثَْخأ ٍبَاٍِش ِهْتا ْهَع ٍِخناَص ْهَع َِٓتأ َاَىش َّدَد ٍدْعَظ ِهْت َمٌِٕ اَسِْتإ ِهْت َبُُقْعَٔ
 ِ َّاللَّ ِل ُْ َق ْهَع َحَشِئاَع{  َّمَاَرْٕنا ِٓف اُُطِعُْقذ ََّلَّأ ُْمرْفِخ ِْنإ َ}  ِسِٔدَد ِمْصِمِت َسِٔدَذْنا َقاَظ َ
 ِلاَمَجْنا َ  ِلاَمْنا ِخَلََِٕهق َّهُك اَِذإ َُّهٍْىَع ْمٍِ َِرثْغَز ِمَْجأ ْهِم ِيِسِخ  ِٓف َااَش َ  ِّْ ِسٌْ ُّصنا ْهَع َُطؤُُ 
 
(MUSLIM - 5335) : Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir 
Ahmad bin Amru bin Sarh dan Harmalah bin Yahya At Tujibi 
berkata Abu Ath Thahir: Telah menceritakan kepada kami, 
sedangkan Harmalah berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami 
Ibnu Wahab telah mengkhabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu 
syihab telah mengkhabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa ia 
bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah: "Dan jika kalian 
khawatir tidak berlaku adil dalam masalah anak-anak yatim maka 
nikahilah (wanita-wanita) yang baik bagi kalian dua, atau tiga, 
atau empat." (An Nisaa`: 3) Aisyah berkata: Wahai keponakanku, 
itu maksudnya adalah seorang anak wanita yatim yang berada di 
bawah pengawasan walinya (dan) ia ikut (dalam tanggungan) 
hartanya lalu ia sang wali terkagum dengan harta dan kecantikan 
anak yatim itu kemudian sang wali ingin menikahinya dengan 
(niatan) tidak adil di dalam maharnya agar ia memberikannya 
sesuatu yang semisal dengan apa yang diberikan kepada selain 
dia, lalu mereka dilarang untuk menikahi mereka kecuali untuk 
berlaku adil bagi mereka dan agar mereka menyampaikan mahar 
yang lebih tinggi dan mereka diperintahkan untuk menikahi 
wanita-wanita yang baik bagi mereka selain anak-anak yatim. 
Urwah berkata: Aisyah berkata: Kemudian orang-orang meminta 
fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah ayat 
ini tentang mereka (anak-anak yatim perempuan) lalu Allah 'azza 































wajalla menurunkan ayat: "Dan mereka meminta fatwa kepadamu 
tentang wanita-wanita katakanlah: 'Allah yang berfatwa kepada 
kalian tentang mereka dan apa yang dibacakan atas kalian dalam 
Al Kitab tentang wanita-wanita yatim yang kalian tidak 
memberikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan bagi mereka 
sedang kalian ingin menikahi mereka." (An Nisaa`: 127) Aisyah 
berkata: Dan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya itu 
adalah yang dibacakan atas kalian dalam al-Qur'an pada ayat 
sebelumnya yang menyebutkan firman Allah: "Dan jika kalian 
khawatir untuk tidak berbuat adil dalam masalah anak-anak yatim 
maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian." (An Nisaa`: 
3) Aisyah berkata: Dan firman Allah dalam ayat yang lain: 
"Sedang kalian ingin menikahi mereka, " (An Nisaa`: 127) adalah 
ketidaksukaan salah seorang di antara kalian terhadap wanita 
yatim yang berada di bawah pengawasan kalian sedang ia sedikit 
hartanya dan kurang cantik. Karena itu, mereka dilarang menikahi 
karena apa yang mereka sukai dari harta dan kecantikan wanita. 
 
Hadis diatas menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah pun telah 
diadakan pengawasan. Seorang wali bertanggung jawab atas pengawasan 
anak yatimnya sebelum ia dewasa. Hal ini karena anak yatim yang belum 
dewasa atau baligh dia belum mengerti dan dianggap tidak sah. Seoarang 
wali dalam melakukan pengawasan kepada anak yatim harus adil. 
Pengawasan dilakukan agar rencana yang telah dibuat berjalan sesuai yang 
diingin dan bisa mencapai tujuan. Maka dari itu, pada zaman sekarang pun 
masi perlu dilakukan pengawasan agar tujuan yang di rencanakan bisa 
tercapai. 
Manajemen pengawasan sangat penting dilakukan, karena 
manajemen pengawasan akan menentukan baik buruknya lembaga atau 
organisasi, termasuk pelaksanaan pengawasan pada Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji (KBIH) yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian 
Agama Provinsi Jawa Timur. Kantor Wilayah Kementrian Agama 































Provinsi Jawa Timur memiliki peranan penting dalam mengawasi 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Hal ini dikarenakan 
penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah diatur dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa 
penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan 
pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan 
perlindungan ibada haji. Hal ini sesuai dengan ketentuan ajaran islam dan 
merasa aman dan nyaman ketika berada disana. Pengontrolan ini 
dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, 
penyimpangan, ketidaksesuaian dan lainnya dengan tugas dan wewenang 
yang telah ditentukan. 
Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia secara nasional menjadi 
wewenang Kementrian Agama. Kewenangan tersebut mengandung 
tanggung jawab yang besar, karena dalam pelaksanaan ibadah haji 
diperlukan pelayanan yang baik. Pelayanan ibadah haji tidak hanya 
menyangkut kesejahteraan lahir dan batin para jamaah saja, namun juga 
menyangkut nama baik Indonesia di luar negeri khususnya di Arab Saudi. 
Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan (controlling). 
Menyadari pentingnya pengawasan dalam ibadah haji, pemerintah 
membentuk Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI). Dalam pasal 12 
ayat 1 undang-undang no 13 tahun 2008 menyebutkan bahwa KPHI 
dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan operasional penyelenggaraan ibadah haji  































Indonesia (UU Nomor 13 tahun 2008 Pasal 12). Meningkatnya jamaah 
haji dan umroh di Indonesia membuat KBIH dan tour and travel semakin 
banyak bermunculan sebagai usaha bisnis. 
Banyaknya KBIH yang bermunculan membuat para jamaah 
bingung untuk memilih KBIH yang terpercayah dan amanah, karena 
banyak KBIH yang tidak jujur dan menggelapkan uang jamaah. Seperti 
kasus yang menimpa jamaah umroh yang ditipu oleh KBIH Al-Madinah di 
Jakarta pada tahun 2017, sehingga para jamaah mengalami kerugian 
puluhan juta rupiah .
3
 Selain itu ada kasus lain yang ada di Mojokerto yang 
menimpa jamaah haji yang gagal berangkat umrah karena KBIH Al-
Madinah tersebut melakukan pemalsuan paspor jamaah sejumlah 36 orang 
pada tahun 2013.
4
 Hal ini diperlukan pengawasan oleh Kementrian Agama 
baik itu secara tingkat nasional maupun tingkat regional. Maka dari itu 
untuk mengetahui dan menganalisis lebih jauh terhadap pengawasan yang 
di lakukan Kantor Wilayah Kementrian Jawa Timur terhadap KBIH 
(Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang ada di Jawa Timur, maka 
penulis akan menuangkan dalam sebuah penelitian subuah karya ilmiah 
“skripsi” yang berjudul:IMPLEMENTASI PENGAWASAN KBIH 
(KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI) OLEH KANTOR 
WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA JAWA TIMUR. 
 
 



































B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur dalam melakukan 
pengawasan terhadap KBIH yang ada di Jawa Timur? 
2. Apakah tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah 
Kementrian Provinsi Jawa Timur? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 
pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama 
Provinsi Jawa Timur, tujuan di adakannya pengawasan terhadap KBIH 
yang ada di Jawa Timur dan manfaat dilakukannya pengawasan tersebut. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam pembahasan mengenai implementasi pengawasan KBIH 
(kelompok bimbingan ibadah haji) oleh Kantor Wilayah Kementrian 
agama provinsi Jawa Timur, maka dapat di harapkan dapat memberikan 
manfaat teoritis maupun manfaat praktis 
1. Manfaat teoritis 
Diharapkan dapat berguna bagi peneliti khususnya dan bagi 
pembaca ataupun akademik pada umumnya sebagai sumber 
ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai 
implimentasi pengawasan pada Kantor Wilayah Kementrian 
Jawa Timur. 
2. Manfaat praktis 































Diharapkan dapat menjadi masukan, tambahan gagasan untuk 
mengawasi KBIH yang ada. Dapat memberikan gambaran 
mengenai alur proses pengawasan dan dapat menjadi pedoman 
bagi Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Timur dalam 
pengendalian manajemen. 
E. Definisis Konsep 
Untuk mencegah adanya kesalahan persepsi dalam memahami 
judul penelitian, maka perlu dijelaskan konsep teoritis tentang judul yang 
diangkat dalam penelitian ini. 
1. Implementasi  
Merupakan tindakan pelaksanaan dari suatu rencana yang 
telah disusun dengan matang. Menurut kamus besar bahasa 
Indonesia implementasi dapat diartikan sebagai penerapan 
sesuatu yang telah dirancang dan dibuat secara matang, 
sehingga pengerjaannya dapat dilakukan dengan penuh 
keyakinan dan tujuan yang jelas. Menurut Nurdin Usman 
dalam buku yang berjudul konteks implementasi berbasis 
kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai 
implementasi atau pelaksanaan yaitu “implementasi adalah 
bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme 
suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi 































sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 
kegiatan”.5 
2. Pengawasan  
Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi-fungsi 
manajemen. Pengawasan menurut Robert J. Mockler 
“pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan 
standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 
merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan 
kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-
penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang 
diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 
perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien 
dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan”.6 
3. Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kantor 
Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur. 
Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kantor 
Wilayah Kementrian Jawa Timur merupakan salah satu bagian 
yang ada di Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Timur 
yang melayani dan menangani ibadah haji dan umroh. Fungsi 
Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh antara lain, 
penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang 
                                                             
5Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan, Management Cotrol Sistem, ter. Kurniawan Tjakrawala, 
hal.8 
 































penelenggaraan Haji dan Umroh; Pelaksanaan pelayanan 
bimbingan dan pembinaan dibidang pendaftaran, dokumentasi, 
perlengkapan haji, pembinaan jemaah Haji dan Umroh, 
pengelolaan keuangan haji, serta pengelolaan sistem informasi 




4. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga 
sosial keagamaan yang telah memiliki izin Kemetrian Agama 
untuk melaksanakan bimbingan terhadap jemaah Haji. KBIH 
memiliki tugas untuk melaksanakan bimbingan ibadah haji dan 
hukan sebagai penyelenggara ibadah haji. KBIH berfungsi 
sebagai mitra kerja Pemerintah dalam melaksanakan bimbingan 
haji kepada para jemaah. 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka diperlukan 
adanya sistematika pembahasan dari bab ke bab  yang terdiri dari lima bab. 
Satu bab dengan bab yang lain merupakan integritas atau kesatuan yang 
tak terpisahkan serta memberikan atau menggambarkan secara lengkap 
dan jelas tetang penelitian dan hasil-hasilnya. Adapun sistematika 
pembahasan adalah sebagai berikut: 
                                                             
7http://jatim.kemenag.go.id/file/file/haji/isaq1426576477.pdf 































Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini penulis mengemukakan secara 
ringkas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika 
pembahasan. 
Bab II: Kerangka teori. Pada bab ini mengemukakan hal-hal yang 
berkaitan dengan kajian pustaka yang meliputi landasan teori mengenai 
manajemen pengawasan, metode, dan penerapan manajemen pengawasan 
pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Timur, dan membahas 
penelitian terdahulu yang relevan.  
Bab III: Metode penelitian. Pada bab ini menguraikan rancangan 
penelitian yang berkaitan dengan pendekatan dan jenis penelitian yang 
akan dilakukan, subjek penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap 
penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik 
pemeriksaan keabsahan data. 
Bab IV: Penyajian Data dan Analisis Data. Pada bab ini 
menggambarkan mengenai setting penelitian, penyajian dan analisis data, 
yang meliputi pembahasan mengenai penyajian data untuk 
menggambarkan data yang ditemukan dalam penelitian tentang 
implementasi pengawasan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) oleh 
kantor Kementrian Agama Wilayah Jawa Timur. 
Bab V: Penutup. Pada bab ini berisi penutup yang berisikan 
kesimpulan serta rekomendasi

































A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Data dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 
menghasilkan sudut pandang yang berbeda dalam penelitian satu dengan 
lainnya. Adapun beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian 
terdahulu yang dijelaskan sebagai berikut : 
Penelitian pertama yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan 
oleh Narti Kurniawati, dengan judul “Manajemen Controlling Kantor 
Kementrian Agama Kota Yogyakarta Pada Kelompok Bimbingan Ibadah 
Haji Kota Yogykarta Tahun 2016/2017”. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif, dimana menggambarkan tentang 
manajemen controlling pada kantor Kementrian Agama di Kota 
Yogyakarta. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen 
controlling kantor Kementrian Agama Kota Yogyakarta pada Kelompok 
Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Yogyakarta kurang maksimal, hal 
ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu KBIH di kota 
Yogyakarta bahwa bimbingan yang diberikan kepada Kemenag Kota 
Yogyakarta lebih dikuasai oleh KBIH. 
Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif, dan membahas atau mengkaji tentang manajemen 
pengawasan. 































Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu memilih 
objek penelitian di Kementrian Agama Yogyakarta, sedangkan penelitian 
ini memilih lokasi di Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Timur.
8
 
Penelitian kedua yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan Ani 
Fauziyah dengan judul “Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja 
Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pelintingan Di 
Perusahaan Rokok Kretek Sukun MC. Wartono Kudus”. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana kita bisa melihat tentang 
seberapa besar pengaruh pengawasan kerja dan disiplin kerja pada 
produktivitas kerja karyawan di perusahaan rokok. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengawasan kerja dan 
disiplin kerja berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan bagian 
produksi pelintingan di perusahaan rokok kretek sukun MC. Wartono 
Kudus. 
Persamaan penelitian ini adalah membahas atau mengkaji tentang 
manajemen pengawasan. 
Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu 
menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti 




                                                             
8Narti Kurniawati, Manajemen Controlling Kantor Kementrian Agama Kota Yogyakarta Pada 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kota Yogykarta Tahun 2016/2017,(Skripsi, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) 
9Ani Fauziyah, Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan Bagian Produksi Pelintingan Di Perusahaan Rokok Kretek Sukun MC. Wartono Kudus, 
(Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015) 































Penelitian ketiga yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan 
Sentot Harman Glendoh dengan judul “Fungsi Pengawasan dalam 
Penyelenggaraan Manajemen Korporasi”. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, dimana menggambarkan tentang bagaimana 
pengawasan dalam manajemen korporasi. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengawasan dalam 
penyelenggaraan manajemen korporasi sangat diperlukan untuk mencegah 
berbagai kendala pelaksanaan kegiatan setiap organisasi di lingkungan 
pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha koperasi dan badan 
usaha milik swasta. 
Persamaan penelitian ini adalah membahas atau mengkaji tentang 
manajemen pengawasan. 
Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu memilih 
objek penelitian pada Korporasi sedangkan penelitian ini memilik lokasi di 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Timur.
10
 
Penelitian keempat yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan 
Irwandi Sido dengan judul “Analisis Fungsi Pengawasan Legislatif 
Terhadap Pemerintah DIY”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif, dimana menggambarkan tentang bagaimana 
pengawasan dalam manajemen korporasi. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD DIY terhadap pemerintahan DIY dalam rangka 
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Sentot Harman Glendoh, Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi, 
(Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol 2 No 1 Tahun 1 Maret 2000) hal 43-56 































efektifitas dan stabilitas pemerintah dapat dilakukan dengan 2 (dua) 
metode yaitu : 
1. Pengawasan reguler adalah pengawasan terhadap capaian-capaian 
pemerintah yang berkaitan dengan program-program kerja, 
pelaksanaan dan hasil kebijakan, dan sebagainya yang dilakukan 
setiap 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun yang dilengkapi dengan 
kegiatan pembacaan LPJ oleh pemerintah daerah. 
2. Pengawasan berjalan adalah pengawasan yang dilakukan terhadap 
pelaksanaan perda/perdais, kebijakan-kebijakan publik, 
pelaksanaan anggaran (APBD) dan lain-lain. Dalan hal ini juga 
dapat dibantu denga kontrol sosial oleh masyarakat, lembaga 
pengawasan (LOD)bdan lainnya. 
Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian 
kualitatif dan membahas tentang pengawasan. 
Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu memilih 
objek penelitian pada Korporasi sedangkan penelitian ini memilik lokasi di 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Timur.
11
 
Penelitian kelima yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan 
Ofik Fikrirosyadidengan judul “Pengawasan Kegiatan Bimbingan 
Manasik Haji Pada KBIH Nurul Hikmah”. Penelitian ini menggunakan 
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Irwandi Sido, Analisis Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Pemerintah DIY,(Skripsi, 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013) 































pendekatan kualitatif, dimana menggambarkan tentang bagaimana 
pengawasan dalam bimbingan manasik haji untuk calon jamaah haji. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan tahapan-tahapan 
pengawasan pada kegiatan manasik hajinya, tahapan itu terdiri dari 
penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 
pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan 
standar dan analisa penyimpangan, pengambilan tindakan kereksi bila 
diperlukan, sudah dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya optimal 
dalam penerapan. 
Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian 
kualitatif dan membahas tentang pengawasan. 
Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu memilih 
objek penelitian di KBIH Nurul Hikmah, namun penelitian ini memilih 




B. Kajian Teori Terkait 
1. Pengawasan  
A. Pengertian Pengawasan 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata pengawasan secara 
bahasa berasal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, 
tajam tilikannya, memperhatikan dengan baik, hati-hati. Kemudian 
mendapat imbuhan peng- pada awal kata dan mendapat akhiran –an 
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Ofik Fikrurosyadi, Pengawasan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Nurul Hikmah, 
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) 































menjadi pengawasan yang artinya penilikan (pemeriksaan) dan 
penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.
13
 
Menurut Robet J. Mocker dikutip oleh Usman Efendi dalam bukunya 
yang berjudul Asas Manajemen, mendefinisikan tentang menejemen 
controlling adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar 
pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem 
informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar 
yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 
penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi untuk 
mengefektifkan dan mengefesiensikan sumber daya perusahaan agar 
tujuan perusahaan tercapai.
14
 Pengawasan merupakan salah satu fungsi 
manajemen yang dapat disebut dengan controlling. Pengawasan 
dilakukan agar kegiatan yang telah dilakukan berjalan sesuia dengan 
renacana yang telah dibuat dan tercapai secara efektif dan efisien. 
Hal yang sama pun dipaparkan oleh Hani Handoko mengenai 
pengawasan. Pengawsan merupakan fungsi dari manajemen yang 
bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan 
manajemen tercapai. Secara dungsional terdapat banyak sebutan 
pengawasan (controlling), seperti evaluating dan correcting, hanya saja 
pengawasan ebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi 
                                                             
13Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 
2007) hal. 79 
14Usman Efendi, Asas Manajemen, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 210 



































Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan 
yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. 
Pengawasan (control) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak 
terbagi dalam dua hal. yang berasal dari diri sendiri yang bersmber dari 
tauhid dan ke imanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa 
Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. 
Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan 
tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan iu 
dapat terdiri dari atas mekanisme pengawasan dari pimpinan yang 
berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didegeasikan, 
kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-
lain.
16
 Dalam firmanya Allah SWT juga menjelaskan mengenai 
pengawasan, dalam surat Qof ayat 16-17: 
 
Artinya: “Dan sesunggunya Kami telah menciptakan manusia 
dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih 
dekat kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang 
                                                             
15T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE, hal.359 
16
Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, 2003, Manajemen Syariah Dalam Praktik, Gema Insani 
Press, Jakarta, hal.156-157 































malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk disebelah 




Ayat diatas menjelaskan bahawa Allah SWT melakukan 
pengawasan pada umatnya yang dilakukan oleh para malaikatnya. 
Malaikat Roqib bertugas sebagai pencatat perbuatan amal baik manusia. 
Sekecil apapun amal baik kita, tetap dicatat sebagai amal baik. Malaikat 
Atid bertugas sebagai pencatat amal buruk manusia. Maka harus hati-
hati ketika melakukan suatu amalan. Sekecil apapun dosa yang kta 
lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja, pasti akan ada buktinya 
kelak. 
Peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan adalah proses 
pengukuran kinerja bawahan dengan menetapkan standar-standar 
pelaksanaan agar tidak melenceng dari tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. Pengawasan tidak dapat berdiri sendiri selalu terkait dengan 
fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen menurut George 
F. Terry meliputi: perencanaan (Planning), mengorganisir 
(Organizing), menggerakkan (Actuating), mengawasi (Controlling).
18
 
Sistem pengawasan dapat membantu manajer untuk mengarahkan 
organisasi ke arah tujuan yang strategis. Hal ini karena, untuk 
merealisasikan tujuan perlu adanya pengawasan terhadap staf agar 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan 
                                                             
17Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: J-ART), 519 
18Bennett N. B. Silalahi, 1995, Manajemen Integratif (bacaan untuk manajer utama), (Sekolah 
Tinggi 
Ilmu Manajemen LPMI, Jakarta), hal. 29 































dan untuk mengetahui kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan rencana dan dapat diperbaiki untuk waktu yang akan 
datang. Sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu 
dan adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan.  
Kegiatan pengawasan antara lain meliputi tindakan: 
a. Menetapkan standar-standar 
b. Mengukur performa dengan standar-standar yang ditetapkan  
c. Umpan balik (feedback) hasil-hasil yang dicapai  
d. Memperbaiki (mengoreksi) penyimpangan-penyimpangan dari 
standar-standar yang ditetapkan 
  
































Gambar 2.1 Siklus Perencanaan – Feedback Pengawasan  
 
Gambar di atas menunjukkan siklus perencanaan-feedback 
pengawasan dan hubungan antara perencanaan dengan determinasi 
instruksi-instruksinya yang akan digunakan sebagai petunjuk-petunjuk 
untuk aktifitas dan standar-sandar sebagai perbandingan.
19
 
Pengawasan muncul dari perbandingan dengan standar-sandar, 
yang menunjukkan perlunya tindakan perbaikan dan analisis 
penyimpangan-penyimpangan. Sehingga recana-rencana masa yang 
akan datang dapat disesuaika. 
Standar merupakan bagian dari tujuan-tujuan perencanaan dan 
untuk mencapai macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk 
tersebut antara lain bentuk fisikal (jumlah unit yang diproduksi) atau 
                                                             
19Winardi, Asas-Asas Administrasi Bisnis , (Bandung: Cv. Mandar Maju 1993) hal. 276 































bentuk moneter. Ada tujuan tertentu yang tidak mudah dinyatakan 
dalam bentuk kuantitaif, seperti moril sesuatu kelompok. Hal ini 
hanya mungkin diukur secara kualitatif. 
B. Proses Pengawasan 
Proses manajemen pengawasan menurut Robert N Anthony 
yang dikutip oleh Indra Bastian dalam bukunya yang berjudul Istem 
Pengendalian Manajemen Sektor Publik, menjelaskan bahwa ada 4 




1) Perencanaan strategis  
Pada fase ini, manajemen organisasi sebelumnya manjadi 
bahan keputusan program dan perkiraan pengeluaran pada 
periode selanjutnya. Keputusan tersebut dibuat dalam 
konteks tujuan dan strategi yang dipadukan pada saat 
aktivitas pembuatan strategi (strategy formulation). 
Apabila strategi program terjadi perubahan, maka lebih 
baik dilakukan pada saat proses pembuatan strategi dari 
pada saat proses pengendaliian manajemen. Perencanaan 
strategi berisi rencana pemasukan dan pengeluaran pada 
beberapa tahun mendatang. Untuk mencapai kemungkinan 
yang lebih pasti, program diputuskan berdasarka analisis 
ekonomi, dengan membandingkan perkiraan pendapatan 
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Indra Bastian,2014, Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat, 
hal.18 



































2) Persiapan Anggaran 
Anggaran adalah perencanaan dengan pengungkapan 
kuantitatif secara moneter dalam periode tertentu, biasanya 
satu tahun. Pada tahap ini, masing-masing tujuan program 
diterjemaahkan kedalam bentuk yang sesuai tanggung 
jawab para manajer. Oleh karena itu, selama fase ini, 
perencanaan dibuat berserta lokasi tanggung jawabnya.
22
 
3) Pelaksanaan dan Pengukuran 
Pelaksanaan program dilakukan dengan cara manajer 
mengawasi apapun yang terjadi dan staf akuntansi 
merekam output maupun input secara aktual. Kebanyakan 
dari organisasi sektor publik, catatan input dilakukan untuk 
memperlihatkan biaya yang berasal dari program maupun 
pusat tanggung jawab atau pelaksana program. Catatn 
biaya program ini digunakan sebagi dasar pemrograman 
selanjutnya, sedangkan catatan atas pertanggung jawaban 
biaya (responbility cost record) digunakan untuk mengukur 




                                                             




































4) Pelaporan dan Evaluasi 
Laporan memungkinkan manajer dalam membandingkan 
output dan input yang direncanakan denga hasil yang 
didapat. Informasikan dalam laporan ini dapat digunakan 
untuk 3 (tiga) tujuan yaitu:
24
 
a) Pelaksanaan (operation), laporan membantu manajer 
berkoordinasi dan mengendalikan jalannya oganisasi. 
b) Evaluasi kinerja (performance evaluation), laporan 
digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pelaksanaan 
program. 
c) Evaluasi program (progra evaluation), dalam hal ini, 
laporan digunakan sebagai dasar evaluasi program. 
Proses pengawasan juga di paparkan oleh T Hani Handoko dalam 
bukunya yang bejudul Manajemen Personalia dan Sumber Daya 
Manusia. Pengawasan juga ada tahapan-tahapan untuk memudahkan 
proses dalam pengawasan, menurut T. Hani Handoko tahap-tahap 
dalam pengawasan terbagi menjadi 5 tahapan yaitu: 
a. Tahap I : Penetapan Standar 
Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan 
standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan 
pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian 
                                                             
24Ibad, hal.19 































hasil-hasil. Tujuan sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat 
digunakan sebagai standar. 
Tiga bentuk standar yang umum adalah: 
1) Standar-standar fisik, meliputi kuantitas jasa, jumlah 
langganan 
2) Standar-standar moneter, yang ditunjukan dalam rupiah 
dan mencakup biaya tenaga kerja dan sejenisnya. 
3) Standar-standar waktu, meliputi kecepatan atau batas 
waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.
25
 
b. Tahap II : Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 
Penetapan standar sia-sia bila tidak disertai berbagai cara 
untuk mengukur pelakasanaan kegiatan nyata. Oleh karena 
itu, tahapan kedua dalam pengawasan adalah menentukan 
pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.  
c. Tahap III: Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 
Setelah pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, 
pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-
ulang dan terus menerus. Ada beberapa cara dalam melakukan 
pengukuran pelaksanaan, yaitu dengan pengamatan (observasi), 
laporan-laporan, metode-metode otomatis dan inpeksi, pengujian, 
atau dengan mengambil sample. 
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d. Tahap IV: perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa 
Penyimpangan 
Tahap kritis dari proses pengawan adalah perbandingan 
pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. 
Kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterprestasikan adanya 
penyimpangan. Penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan 
mengapa standar tidak dapat dicapai. 
e. Tahap V: Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan  
Bila hasil analisis menunjukan perlunya tindakan koreksi, 
maka ini harus diambil. Tindakan koreksi harus diambil dalam 
berbagai bentuk. Tahapan yang dilakukan untuk mengambil 
tindakan dalam mengoreksi: 
1) Mengubah standar semula 
2) Mengubah pengukuran pelaksanaan  




Hal yang sama mengenai proses pengawasan juga 
dipaparkan oleh Ais Zakiyudin, ada lima tahapan pengawasan 
secara umum, antara lain:
27
 
1) Penetapan standar 
Standar mengandung arti sebagai suatu satuan 
pengukuran yang digunakan sebagai patokan unuk 
                                                             
26Hani Handoko,”Manajemen”, (Yogyakarta: BPFE), hal:365 
27Ais Zakiyudin, 2013, Teori Praktek Manajemen, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hal.57 































menilai hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota maupun 
target digunakan sebagai standar. 
2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 
Penentapan standar akan sia-sia bila tidak disertai 
dengan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan 
nyata. Oleh karena itu, tahapan kedua dalam 
pengawasan adalah menentukan pengukuran 
pelaksanaan kegiatan secara tepat. Berikut ini 
merupakan beberapa petanyaan yang dapat digunakan, 
diantaranya: 
a) Berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur? Setiap 
jam, harian, mingguan, atau bulanan? 
b) Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan? 
Laporan tertulis, telepon 
c) Siapa yang akan terlibat, manager, maupun staf 
3) Pegukuran pelaksanaan kegiatan 
Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran 
pelaksanaan yaitu, pengamatan langsung, laporan baik 
lisan maupun tertulis, otomatis metode-metode, 
pengujian dengan pengambilan sampel 
4) Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa 
penyimpangan 































Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk 
menentukan mengapa standart tidak dapat dicapai. 
Tahap ini penting bagi pembuatan keputusan untuk 
mengidenifikasikan penyebab-penyebab terjadinya 
penyimpangan. 
5) Pengambilan tindakan korektif (bila perlu) 
Bila hasil analisa menunjukan perlunya tindakan 
koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi 
dapat diambil dalam berbagai bentuk tindakan, seperti 
merubah standar, pelaksanaan, maupun merubah cara 
dalam menganalisa dan menginterpretasikan 
penyimpangan. 
C. Tujuan Pengawasan  
Tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa 
yang telah direncanakan menjadi kanyataan 
28
 Selain itu, 
pengawasan juga bertujuan untuk mencegah atau memperbaiki 
kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian, dan lain-lainnya yang 
tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. 
Pengawasan dapat bersifat positif dan negatif. Pengawasan positif 
digunkan untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat 
tercapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan, pengawasan 
                                                             
28Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Galia Indonesia, 1990) Hal.173 































negatif digunakan untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak 
diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali
29
 
Hal terkait dengan tujuan pengawasan juga dipaparkan oleh 
Husnaini yang dikutip oleh Siswandi, sebagai berikut 
1) Meminimumkan terjadinya kesalahan, penyimpangan, 
penyelewengan, pemborosan dan hambatan 
2) Meminimumkan kesalahan, penyimpangan, peborosan 
dan hambatan agar tidak terulang kembali 
3) Meningkatkan kegiatan operasional perusahaan 
4) Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang 
dilakukan demi pencapaian kerja yang lebih baik
30
 
D. Prinsip-prinsip Pengawasan yang Efektif 
Untuk mencapai pengawasan yang efektif, maka perlu diikuti 
prinsip-prinsip tertentu antar lain: 
a. Pengawasan harus disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang 
dilakukan 
b. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, perlu segera 
dilaporkan 
c. Pengawasan harus sesuia dengan pola organisasi yang 
bersangkutan 
                                                             
29T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, ( Yogyakarta: BPFE, 2003), 
hal. 25 
30
Siswandi, 2011, Aplikasi Manajemen Perusahaan Analisis Kasus dan Pemecahannya, Mitra 
Wacana Media, Jakarta, hal.83 































d. Pengawasan harus menunjukkan adanya pengecualian pada 
titik-titik tertentu yang terpilih. 
e. Pengawasan harus bersifat fleksibel dan ekonomis dalam hal 
pengoprasiannya. 
E. Manfaat Pengawasan  
Manfaat pengawasan menurut Mockler yang dikutip dalam 
bukunya Ernie adalah sebuah upaya sistematis untuk menetapkan 
standar kinerja serta tujuan perusahaan, mendesain sistem informasi 
umpan balik, membandigkan antara kinerja yang dicapai dengan 
standar yang tela ditetapkan sebelumnya, mentukan tingkat signifikansi 
dari setiap penyimpangan yang terjadi, dan mengambil tindakan yang 
diperukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan 




2. Haji dan Umroh  
Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk melaksanakan 
beberapa amalan antara lain: Wukuf, mabit, thawaf, sa’i, dan amalan 
lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan 
mengharap ridho-Nya.
32
 Haji merupakan rukun Islam yang kelima. 
Umat Islam wajib menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hukum 
haji adalah wajib berdasarkan Firan Allah dalam Qs. Ali Imran: 97 
                                                             
31Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2009, Pengantar Manajemen,(Jakarta Kencana 
Prenada Media Group), hal.318 
32
Departemen Agama RI, 2003, Bimbingan Manasik Haji, Derektorat Jendral Pelayanan Haji dan 
Umroh, Jakarta, hal.10 
































“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 
yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke 
Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka 
sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 
semesta alam.”(Q.S. ali-Imron : 97)44.  
 
Di Indonesia Ibadah Haji diantur dalam peraturan perundang-undangan: 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaa 
UU No. 13 Tahun 2008 Tentanng Penyelenggaraan Ibdah Haji, 
Pasal 28 hufuf b dan Pasal 42 ayat (3) huruf b. 
b. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Ibdah Haji Reguler 
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 15 Tahun 2016 Tentang Istilah 
Kesehatan Jemaah Haji. 
d. Keputusan Dirjen Normor 456 Tahun 2015 Tentang Pedoman 
Safari Wukuf dan Badal Haji. 
Adapun pengertian umroh, kata umroh berasal dari I’timar yang 
berarti ziarah, yakni menziarahi Ka’bah dan berthawaf disekelilingnya, 
kemudian bersa’i antara shafa dan marwah, serta mencukur rambut 
(thallul) tanpa wukuf di Arafah.
33
 Dalam buku bimbingan manasik Haji 
                                                             
33Muhammad Baqir Al-Habsi, 1999, Fiqih Praktis, Mizan: bandung, hal.377 































Departemen Agama RI, Umroh ialah berkunjung ke Baitullah untuk 
melakukan thawaf, sa’i, dan berckur demi mengharap ridho Allah 
SWT.
34
  Berbeda denga Haji, Umroh dapat dilakukan kapanpun, 
kecuali bulan haram. Adapun perbedaan Haji dan Umroh menurut 
rukun dan tata caranya seperti berikut ini; umroh hanya melakukan 
ihram, thawaf, sa’i, dan Tahalul. Sementara itu rukun Haji adalah 
ihram, thawaf, sa’i, tahalul, wukuf di Arafah dan bermalam 
dimusdalifah, lempar jumroh di mina. Haji hanya dilakukan pada bulan 
tertentu yaitu pada saat bulan Dzulhijjah hari ke 10. 
3. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah organisasi sosial 
yang bergerak dalam bidang keagamaan yaitu membimbing calon 
jemaah haji untuk mempersiapkan jemaah yang akan berangkat ke 
Baitullah. (KBIH) adalah lembaga sosial keagamaan yang telah 
memiliki izin Kemeterian Agama untuk melaksanakan bimbingan 
terhadap jemaah Haji. KBIH memiliki tugas untuk melaksanakan 
bimbingan ibadah haji dan hukan sebagai penyelenggara ibadah haji. 
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Departemen Agama RI, 2003, Bimbingan Manasik Haji, Derektorat Jendral Pelayanan Haji dan 
Umroh, Jakarta, hal.30 































KBIH berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dalam melaksanakan 
bimbingan haji kepada para jemaah.
35
 
Pendiriran KBIH harusnya memenuhi persyaratan dan izin 
Pemerintah. Perizinan pendirian KBIH dilakukan di Kantor Wilayah 
Kementerian Agama di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. 
KBIH diawasan oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama dalam 
menjalankan tugasnya, apabila KBIH melanggar ketentuan yang telah 
di tetapkan akan mendapatkan sanksi  yang telah ditetapkan oleh 
Departemen Agama Republik Indonesia. 
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Departemen Agama RI, Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji, Derektorat Jendral Pelayanan 
Haji dan Umroh, Jakarta, hal.2 


































 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
36
 Metode penelitian 
adalah suatu kegiatan ilmiah yang digunakan untuk mengungkapkan dan 
menerangkan gejala-gejala alam dan gejala-gejala sosial, dengan menggunakan 
prosedur kerja sistematis, teratur, tertib, dan dapat dipertanggung jawabkan secara 
ilmiah, sebagai suatu kebenaran dengan dibentengi buktu-bukti empiris atau yang 
dapat diterima oleh akal sehat manusia.
37
 Adapun tahapan-tahapan metode yang 
digunakan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian merupakan wadah untuk mencari kebenaran atau untuk 
memberi kebenaran. Pada saat melakukan penelitian banyak macam metode 
yang dapat digunakan oleh peneliti, yang dianggap sesuai dengan 
permasalahan, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang diteliti, sehingga 
penelitian itu dapat dikatakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya secara ilmiah pada penelitian yang berjudul “Implementasi 
Pengawasan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) oleh Kantor 
Kementrian Agama Wilayah Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bermakna kualitas data yang 
                                                             
36Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatatif dan R&D, Alfabeta CV, Bandung, 
hal.2 
37Hadari Nawawi, 1996, Penelitian Terapan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.9 































didapatkan dalam bentuk konsep pengolahan data langsung dilapangan 




Menurut Lexy J. Moleong dengan mengutip pendapatnya Bogdan dan 
Taylor yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 
yang menghasilkandata deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yangdapat diamati.
39
 Penelitian deskriptif bertujuan 
untuk secara informasi secara aktual, terperinci dan terpercaya yang 
menggambarkan suatu gejala yang ada, mengidentifikasi masalah yang terjadi 
guna melakukan evaluasi, yang nantinya akan dugunakan sebagai pedoman 
dimasa yang akan datang. 
Metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang semata-mata 
melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan objek atau peristiwa tanpa 
suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara 
umum dan tanpa membandingkan antara variabel yang satu dengan yang lain. 
Dengan begitu, jelas menggunakan penelitian deskriptif, peneliti ingin 
mengetahui tentang implementasi pengawasan KBIH (Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji) oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur. 
2. Objek Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, 
tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang 
terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas 
                                                             
38Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, Jakarta : Logos wacana ilmu, 1997, 
hal.23 
39Sugiono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Alza Bata, Bandung, hal.11 































(activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat 
dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui “apa yang 
terjadi” di dalamnya.40 Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti 
dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) 
yang ada pada tempat (place) tertentu.  
Lokasi penelitian yang dipilih adalah “Kantor Wilayah Kementrian 
Agama Jawa Timur” yang terletak di jalan raya Bandara Juanda no. 26 
kabupaten Sidoarjo. 
3. Jenis dan Sumber Data 
A. Jenis Data 
Berdasarkan jenis data, data dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: 
a. Data premier, yakni data yang diperoleh langsung dari 
narasumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
41
 Hal 
ini data yang dikumpulkan adalah data tentang implementasi 
pengawasan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) oleh 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Timur. Data ini 
diperoleh melalui permintaan keterangan secara langsung kepada 
pegawai dan staf di Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa 
Timur. 
b. Data sekunder, yaitu data yang pengumpulannya yang didapatkan 
secara tidak langsung (bertatap muka), misalnya dari keterangan 
atau publikasi lain. Sumber sekunder bersifat penunjang dan 
                                                             
40Sugiono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabet, Bandung, hal.19 
41
Marzuki, 1982, Metodelogi Riset,Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 
Yogyakarta, hal.55 































melengkapi data primer. Data yang dimaksud adalah data yang 
digunakan untuk menunjang peneliti dalam menentukan strategi 
pengawasan dan juga tujuan dilakukannya pengawasan oleh 
lembaga. 
B. Sumber Data 
Sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data-
data tentang penelitian ini adalah bersumber dari informan. 
Informan sendiri adalah orang yang memberikan informasi tetang 
segala sesuatu yang bekaitan dengan penelitian.
42
 Dalam hal ini  
peneliti mendata informasi dari informan 1, informan 2 dan 
informan 3 yang berada di PHU Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Timur dan PHU di Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Sidoarjo 
4. Tahap-tahap Penelitian 
Ada enam kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap ini, kegatan 
tersebut anatara lain adalah: 
A. Menyusun rencana penelitian 
Rencana penelitian yang dimaksud adalah proposal penelitian. 
Proposal penelitian ditempatkan pada bab I yang berisi tentang konteks 
penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, definsi konsep, telaah 
kepustakaan dan teori 
B. Memilih lapangan penelitian 
                                                             
42Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Kualitatif, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.129 































Peneliti memilih penelitian khususnya pada implementasi pengawasan 
KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) oleh Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Jawa Timur di Kantor Wilayah Kementrian 
Agaman Wilayah Jawa Timur. 
C. Mengurus perizinan 
Pertama yang perlu diketahui oleh peneliti adalah siapa saja yang 
meliki kuasa dan wewenang memberikan izin bagi pelaksanaan 
penelitian. Dalam hal ini peneliti cukup mengurus perizinan pada 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya dan di 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Timur untuk mendapatkan 
data tentang implementasi pengawasan KBIH (Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji) oleh Kantor Wilayah Kementrian Jawa Timur. 
D. Menjajaki dan memilih lapangan 
Pada tahapan ini peneliti belum sampai pada bagaimana menyikapi 
masuk lapangan, namun telah mengetahui bagaimana keadaan 
lapangan. Pada tahap ini baru orientasi lapangan.  
E. Memilih dan memanfaatkan informasi 
Informasi merupakan data yang sudah diolah yang didapatkan dari 
informan (orang) yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini 
peneliti memilih informan yang akan memberikan data atau informasi 
mengenai permasalahan yang akan dibahas. 
F. Menyiapkan peralatan penelitian 































Peneliti dalam melakukan penelitiannya ada beberapa hal yang perlu 
dipersiapkan seperti peralatan untuk penelitian. Peralatan yang 
digunakan untuk penelitian anatara lain, alat tulis-menulis, alat 
perekam, kamera, flasdisk  
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dalam 
penelitian ini adalah metode wawancara. Metode ini dilakukan 
peneliti dengan interaksi dan komunikasi terhadap narasumber untuk 
mendapatkan data yang diperlukan pada penelitian ini. Wawancara 
dilakukan dengan menggunakan rekaman dan mencatat jawaban dari 
narasumber. 
Data yang akan diperoleh melalui metode wawancara antara 
lain: 
a. Sumber informasi yang ada di dalam Bidang PHU Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
b. File mengenai perundang-undangan dalam pengawasan KBIH 
c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan data yang berupa catatan, transkrip, buku, 
surat kabar, rekaman, gambar dan sebagainya. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan dokumen ini digunakan untuk mengetahui 
profil perusahaan, jumlah pegawai, lingkungan lembaga tersebut, 































perencanaan program kerja lembaga tersebut, serta dokumen yang 
dibutuhkan untuk penelitian ini. 
6. Teknik Validitas Data 
Pada penelitian keilmuan kualitatif merupakan ilmu yang dapat 
dilihat dari data yang ada, karena kesalahan data bisa terjadi dalam 
pencarian data, sedangkan distorsi data biasa terjadi dalam penelitian 
sendiri dan mungkin terjadi dari informan. 
Oleh karena itu untuk mengurangi kesalahan data, peneliti 
melakukan pengecekan kembali sebelum diproses dalam bentuk laporan 
yang disajikan. Agar tidak terjadi kesalahan maka perlu dilakukan 
triangulasi. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan atau kesalahan 
data yang memanfaatkan objek lain diluar data untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.
43
 
Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam triangulasi data 
sebagai berikut: 
a. Peneliti melakukan pengecekan data dari informan apakah sudah 
sesuai dengan yang dibutuhkan pada penelitian ini. 
b. Peneliti melakukan perbandingan pendapat satu informan dengan 
informan lainnya. 
7. Teknik Analisis Data 
                                                             
43Lexy J. Moleong, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rusda Karya, Bandung, hal.177 































Analisis data merupakan tahapan penelitian yang dilakukan untuk 
menginvestigasi, mentransformasi, serta mengungkap kembali pola-pola 
gejala sosial yang didapatkan dalam penelitian, dan sesuai metode 
penelitian yang diambil. Tujuan dari analisis data yaitu, untuk 
mengungkap data yang masih dicari, pertanyaan apa yang perlu dijawab, 
metode apa yang digunakan, untuk memperoleh informasi baru dan 
kesalahan apa yang perlu diperbaiki.
44
 
Menurut Creswell dalam mengolah dan menganalisa data-data yang 
telah diproses, dapat menggunakan metode sebagai berikut:
45
 
1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis 
Langkah ini melibatkan transkip wawancara, mengetik data lapangan, 
dan menyusun data tersebut berdasarkan sumber.
46
 
2. Membaca keseluruhan data 
Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi 
yangdiperolehdan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada 
tahap ini peneliti kualitatifterkadang menulis catatan-catatan khusus 
atau gagasan umum tentang data yangdiperoleh.
47
 
3. Meng-coding data 
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Lexy J. Moleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rusda Karya, Bandung, 
hal.177 
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Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 1996, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, 
hal.65 
46John. W. Creswell, 2013, Research Design, edisi ketiga terj. Achmad Fawaid, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, hal. 276 
47John. W. Creswell, 2013, Research Design, edisi ketiga terj. Achmad Fawaid, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, hal.276 



































4. Mendeksripsikan setting 
Terapkan coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, 
kategori, dan tema yang akan dianalisis, deskripsi ini melibatkan 
usaha penyampaian yang detail mengenai orang-orang, lokasi , atau 
peristiwa dalam setting tersebut
49
 
5. Menarasikan hasil penelitian 
Dalam mendeskripsikan hasil penelitian peneliti menggunakan 
pendekatan naratif.Pendekatan ini meliputi tema-tema, kronologi 




Menginterpretasi atau memaknai data merupakan proses 
membandingkan antara hasil penelitian dengan teori atau literatur 
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A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Profil Lembaga 
Gambar 4.1 
 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur adalah sebuah 
instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Kontor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian Agama 
berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Secara historis, keagamaan dapat ditelusuri 
sejak abad V Masehi. Pada saat itu kerajaan Kutai yang bercorak 
Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa 
anatara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan kerajaan 
Purnawarman di Jawa Tengah.  































Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak 
abad ke VII melalui para pedagang Arab yang telah lama telah 
berhubungan dengan kepulauan Indonesia, tidak lama setelah Islam 
masuk berkembang di Jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara 
hampir merata di seluruh kepulauan Nusantara dan mendirikan 
kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah 
Perlak dan Samudera Pasai di Aceh. Sementara itu, kerajaan Islam 
pertama di pulau Jawah adalah Kerajaan Demak yang berada di Jawa 
Tengah.  
Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa 
Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah 
sebabnya para tokoh dan pemuka Agama selalu tampil sebagai 
pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai 
politik maupun sarana lainnya. Perjuangan kemerdekaan tersebut 
melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai 
akhirnya kalah dengan Jepang pada perang Dunia ke II. Kemerdekaan 
Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa 
kemerdekaan kedudukan Agama menjadi menjadi lebih kokoh dengan 
ditetapkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara  dan UUD 
1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagi sumber dari 
sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat 
religius dan sekaligus memberikan makna rohaniah terhadap 
kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen 































Agaman pada tanggal 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah 
proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan 
karakteristik bangsa Indonesia.
52
 Ketentuan yuridis tentang Agama 
tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 
2: 
a. Negara berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa  
b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut 
agama dan kepercayaannya itu. 
2. Visi dan Misi kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa 
Timur 
Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur adalah 
terwujudnya masyaarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, 
cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia 
yang berdaulad, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong 
royong. 
Misi:  
a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Agama 
b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama 
c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan 
berkualitas  
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wilayah kementerian agama provinsi jawa timur diakses pada tanggal 05 Juli 2018 
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d. Meningkatka pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi 
ekonomi keagamaan  
e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh yang 
berkualitas dan akuntabel 
f. Meningkatka akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, 
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan 
keagamaan 
g. Mewujudkan tatakelola Pemerintah yang bersih, akuntabel dan 
terpercaya. 
3. Letak geografis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Timur 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur terletak di jalan 
Raya Bandara Juanda No 26, Sidoarjo.  
Gambar 4.2 































































Batas-batas gedung operasional Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provisi Jawa Timur sebagai berikut: 
a. Sebelah selatan perkampungan dan persawahan  
b. Sebelah barat pertokoan 
c. Sebelah utara Jl. Raya Bandara Juanda 
d. Sebelah timur Jl Delima 
4. Waktu Operasional Bidang PHU (Penyelenggaraan Haji dan 
Umroh) 
Operasional bidang PHU dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari 
kerja yaitu pada hari senin-kamis jam 07:30 sampai 16:00 dan 
pada hari jum’at jam 07:30 sampai 16:30 
5. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh 
Didalam Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur 
Terdapat Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Fungsi bidang 
penyelenggaraan Haji dan Umroh antara lain: 
a) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang 
penyelenggaraan Haji dan Umroh 
b) Pelaksanaan pelayana, bimbingan, dan pembinaan di bidang 
pendaftaran, dokumen, serta pengelolaan sistem informasi Haji 







































Adapun visi dan misi di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. 
Visi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh adalah terwujudnya 
efektifitas pelaksanaan pendaftaran jemaah haji dan pembinaaan 
serta pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dengan 
nyaman dan adil kepada masyarakat muslim di wilayah Jawa 
Timur setiap tahunnya yang mengacu pada perundang-undangan 
yang berlaku. 
Misi: 
1) Meningkatkan kualitas penyuluhan haji dan umroh 
2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran haji 
3) Optimalisasi pelayanan dokumen haji 
4) Intensifikasi pembinaan haji 
5) Intensifikasi koordinasi penyelenggaraan ibadah haji 
(pemberangkatan dan pemulangan) 
6) Optimalisasi pembinaan KBIH, Trevel Haji Khusus dalam 
pelayanan haji 
7) Meningkatkan kualitas pembinaan pasca haji 
6. Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh 
(PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa 
Timur 
Gambar 4.3 
Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 































Per 1 November 2017 
 
7. Job Description Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh 
(PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur 
Job description atau pembagian kerja bidang PHU dapat dilihat 
di bawah ini sesuai dengan struktur organisasi di atas
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1) Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh 
Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Haji dan 
Umroh, tugas seorang kepala di bidang bagian Haji dan 
Umroh antara lain: 
a) Mengkoordinir tugas pengawasan seksi PHU 
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b) Memberikan penyuluhan terhadap jamaah Haji dan 
KBIH 
c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait  
d) Mengendalikan kegiatan seksi penyelenggaraan Haji 
e) Melakukan evaluasi hingga pelaporan penyelenggaraan 
Haji 
f) Melakukan tugas khusus dari pimpinan  
g) Bertanggung jawab kepada kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
2) Seksi pendaftaran dan dokumentasi 
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, 
bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran 
dan dokumen Haji dan Umroh, rincian tugas seksi 
pendaftaran dan dokumentasi antara lain: 
a) Pelayanan pendaftaran Haji dan cross cek persyaratan 
Haji 
b) Pemeriksaan berkas PERDIM 11 dan proses 
pengurusan paspor  
c) Melakukan penerimaan dan pengelolahan paspor 
hingga pengiriman ke SISKOHAT 
d) Melakukan pemrosesan DAPIH dan penyelesaian 
SPMA 
e) Penghimpunan bukti setoran BPIH  































f) Menyiapkan dokumentasikan bahan atau surat 
permohonan dan rekomendasi layanan persuratan 
g) Penyusunan pramamifest 
h) Melakukan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan 
langsung 
3) Seksi pembinaan Haji dan Umroh 
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, 
bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pembinaan 
Haji dan Umroh, rincian tugas seksi pembinaan Haji dan 
Umroh antara lain: 
a) Membantu dalam awal bimbingan manasik Haji 
b) Membatu dalam pembinaan karun dan karom 
c) Menerima data calon jamaah haji etimasi 
pemberangkatan pada tahun berjalan dari petugas 
dokumen dan perjalanan Haji 
d) Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan dan 
bimbingan kepada calon jamaah Haji sesuai dengan 
data dari petugas dokumen dan perjalanan haji 
e) Menyusun program kerja pembinaan manasik Haji 
f) Menyiapkan bahan konsep bimbingan jamaah dan 
petugas 
g) Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan 
langsung 































4) Seksi Akomodasi Transportasi dan Perlengkapan Haji 
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, 
bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang akomodasi, 
transportasi dan perlengkapan Haji dan Umroh, rincian 
tugas seksi Akomodasi, tranportasi dan perlengkapan haji 
antara lain: 
a) Menyiapkan transportasi yang digunakan untuk 
keberangkatan dan kepulangan jamaah haji 
b) Menyiapkan keperluan perlengkapan jamaah haji 
(koper, kain ihram, tas kecil dan lain sebagainya) 
c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
secara langsung 
5) Seksi Pengelolaan Keuangan Haji 
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan palayanan, 
bimbingan teknis, dan pembinaan dibidang pengelolaan 
keuangan Haji dan Umroh, rincian tugas seksi pengelolaan 
kuangan Haji antara lain: 
a) Mengelola dana BPIH 
b) Melakukan koordinasi dengan bendahara pengeluaran 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa 
Timur terkait penyerahan dana BPIH dan DIPA seksi 
PHU 































c) Bersama kepala seksi penyelenggaraan Haji dan Umroh 
membuat rencana pengeluran kegiatan insidental 
d) Pelayanan proses pembatalan dan pengambilan BPIH 
e) Pelayanan proses klain asuransi jamaah wafat 
f) Pelayanna proses pelunasan BPIH, pengelolaan data 
hingga peneriman ke SISKOHAT 
g) Melakukan tugas yang diberikan oleh atasan langsung 
6) Seksi Sistem Informasi Haji 
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, 
bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan 
sistem informasi Haji dan Umroh, rincian tugas seksi 
sistem informasi Haji anata lain: 
a) Menyebar luaskan persaturan perundang-undangan di 
bidang perHajian 
b) Menghimpun data yang ada hubungannya dengan 
perjalanan, sarana Haji 
c) Membuat brosur tentang tata cara pendaftaran Haji 
d) Menyiapkan proses releas tentang kegiatan-kegiatan 
e) Mengelolah hubungan baik dengan media masa 
maupun elektronik 
f) Penerimaan surat dan catatan berkas 
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan secara 
langsung 































8. Sumber daya manusia PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur 
Sumber daya manusia dalam lingkungan PHU tahun 2018 
sangat bervariasi, mulai dari lulusan SLTA, SI, S2. Dari sumber daya 
manusia yang ada setiap tingkat pendidikan mempunyai tugas masing-
masing yang ditentukan oleh ketua PHU dan Kepala Kantor Wilayan 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pengawai tingkat SLTA 
mempunyai tugas bagian pegadministrasian dan caraka, sedangkan 
untuk pegawai tingkat S1 dan S2 mempunyai tugas penyusunan, 
pengembangan dan pembinaan. 
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B. Penyajian Data 
Dalam penyajian data ini, penelitian akan menjelaskan dan 
mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada 
di lokasi penelitian yang berhasil dihimpun selama proses penelitian 
berlangsung dan sesuia dengan permasalahan yang diangkat. Data ini 
diperoleh peneliti melalui inteview pada pegawai pemerintahan yang 
ada di Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan 
dokumen yang diperoleh, observasi lokasi dan dokumentasi pada 
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU). Hal ini dilakukan 
untuk bisa membantu keabsahan atau validitas data dan menjawab 
atas masalah yang diajukan oleh peneliti yakni mengenai 
“Implementasi Pengawasan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah 
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Haji) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa 
Timur”. 
1. Proses Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian 
Agaman Provinsi Jawa Timur 
Pengawasan dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Hal 
ini dilakukan agar organisasi berjalan dengan sesuai dengan rencana 
yang telah dibuat dan dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. 
Pengawasan memiliki beberapa tahapan dalam proses pengawasan. 
Bidang PHU di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa 
Timur juga memiliki tahapan dalam melakukan proses pengawasan. 
Hal ini disampaikan oleh informan 1 di Bidang PHU Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengatakan. 
“Dalam melakukan pengawasan KBIH yang ada di Provinsi 
Jawa Timur kita juga melakukan bebarapa tahapan. Tahapan 
pengawasan ini dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar 
dan dapat mencapi tujuan yang telah ditetapkan”.56 
 
Pengawasan KBIH yang dilakukan oleh Bidang PHU Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mereka juga 
memerlukan tahapan-tahapan dalam melakukan proses pengawasan 
KBIH. Tahapan-tahapan ini dilakukan agar rencana yang telah 
ditetapkan dapat tercapai  
Tahapan-tahapan dalam proses pengawasan yang telah 
ditetapkan oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Perencanaan Strategis  
Perencanaan strategis dalam melakukan pengawasan dibuat 
dengan tujuan agar proses perencanaan dapat berjalan sesuai 
dengan rencana yang yang telah dibuat oleh Bidang PHU Kantor 
Kementerian Wilayah Agama Jawa Timur. Perencaan strategis 
dibuat untuk jangka waktu satu tahun kedepan dalam melakukan 
pengawasan. Hal ini dikatakan oleh informan 1  mengenai 
perencanaan strategis, sebagai berikut: 
“Sebenarnya untuk perencaan strategis itu untuk wilayah Jawa 
Timur tidak ada perbedaan dengan wilayah-wilayah lainnya 
yang ada di Indonesia, jadi semua wilayah itu sama. Karena 
proses perencaan strategisnya sendiri itu sudah diatur oleh 
pemerintah dalam undang-undang.”57 
 
Perencanaan strategis yang dilakukan oleh Bidang PHU 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sudah 
diantur dalam Undang-undangn yang telah ditepakan oleh 
pemerintah pusat, jadi strategi pengawasan semua Kantor 
Kementerian Agama yang ada di seluruh Indonesia sama. Hal ini 
juga dibenarkan oleh informan 2, sebagai berikut: 
“jadi gini, mbak. Perencaan strategis kami punya landasan 
hukum yang sudah diatur oleh pemerintah. Seingat saya itu, 
ada di undang-undang, beberapa di peraturan presiden, ada 
juga yang diatur dalam peraturan menteri agama, sama ada 
juga yang di peraturan pemerintah.”58 
 
Pemerintah mengatur perencanaan strategis untuk proses 
pengawasan kedalam beberapa dasar hukum, dan dasar hukum tersebut 
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Informan 1, Hasil wawancara, Kantor Asrama Haji sukolilo, 24 Maret 2018, pukul 10:00 WIB 
58Informan 2, Hasil Wawancara, Kantor Asrama Haji Sukolilo, 24 Maret 2018, pukul 10:00 WIB 































berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Berikut dasar hukum yang 
digunakan untuk perencanaan strategis : 
a) Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Haji sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi 
Undang-Undang; 
b) Peraturan Pemeritah Nomor 79 Tahun 2012 tetang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji; 
c) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
kementerian Negara 
d) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementrian Agama 
e) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian 
Agama 
f) Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; 































g) Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 




Selain perencanaan strategis yang telah diatur oleh undang-
undang Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur juga memerluka data KBIH yang ada di 
seluruh wilayah provinsi Jawa Timur. Hal ini digunakan untuk 
merencanakan proses pengawasan dan penganggaran. 
b. Persipan Anggaran 
Setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada anggaran yang 
dibutuhkan walaupun anggaran tidak selalu dalam bentuk uang. 
Dalam merencanakan persiapan anggran kerjanya Bidang PHU 
di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
dilakukan untuk masa satu tahun program kerja. Hal ini 
dikatakan oleh informan 1 
“Kami dalam melakukan pengawasan terhadap KBIH itu 
bersama orang Kementerian Agama Kabupaten. Kami 
mendatangi KBIH untuk mendata kelengkapan berkas dan 
lainnya. Jadi anggaran yang kami butuhkan untuk 
melaksanakan pengukuran itu berupa transportasi yang 
dimana sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah 
sudah menganggarkan untuk semua kebutuhan yang 
diperlukan oleh Bidang Penyelenggaran Haji dan Umroh, 
termasuk di dalamnya anggaran untuk transportasi yang kami 
gunakan untuk proses pengukuran KBIH.”60 
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60Informan 1, Hasil wawancara, Kantor Asrama Haji sukolilo, 24 Maret 2018, pukul 10:00 WIB 































Pemerintah sudah memberikan anggaran untuk seluruh 
kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Pelaksanaan Haji dan 
Umroh, termasuk salah satu di dalamnya anggaran untuk sarana 
dan prasarana transportasi yang digunakan saat melakukan 
pengukuran di KBIH terkait. 
c. Pelaksanaan Pengukuran 
Pelaksanaan program pengawasan KBIH dilakukan oleh 
Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Timur dengan cara pembagian tugas pada divisi 
penyusunan bahan pengawasan PIHK/PPIU dan dibantu oleh 
Kementerian Agama Kabupaten di bagian yang sama. Hal ini 
dikatakan oleh informan 1: 
“Untuk pengukurannya sendiri itu 3 bulan sebelum masa 
perizinan KBIH terkait kadaluwarsa. Selama proses 
pengukuran itu kami lihat, apakah KBIH terkait itu 
memenuhi syarat untuk melanjutkan izin pendirian. Kami 
lihat mulai dari segi ketenaga kerjaan, segi properti, daftar 
kerjasama dengan suatu lembaga, berkas kelengkapan apa 
saja yang sudah dimiliki. Kalo dari segi ketenanga kerjaan 
itu kami data siapa saja pengurus KBIH, tapi disini itu yang 
didata khusus yang bukan PNS aktif terus kami juga 
mendata Pembimbing Haji yang sudah ada sertifikatnya. 
Dari segi properti kami mintai Akte kepemilikan gedung itu 
dalam bentuk salinan yang sah, profil bangunan, fotokopi 
kartu NPWP atas nama Yayasan/KBIH terkait, kami juga 
mengambil foto gedung untuk keperluan pendataan. Kami 
juga melakukan cek daftar lembaga pendidikan mau formal 
ataupun non formal yang dikelola oleh yayasan seperti 
madrasah, pesantren, majelis taklim, kurang lebih begitu.”61 
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Pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh Bidang PHU 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa izin KBIH habis. Pada 
saat proses pengukuran KBIH terkait harus memenuhi syarat 
untuk melanjutkan izin pendirian. Syarat izin pendirian KBIH 
sudah diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Hal ini pun dibenarkan oleh informan 3 dengan 
mengatakan: 
“iya mbak untuk proses pengukuran itu kami lakukan 
bersama orang kanwil. Kita lihat disana kelengkapan berkas 
mulai dari surat izin pendirian sampai profil bangunan juga, 
kami juga data dalam 2 (dua) tahun terakhir jumlah jamaah 
di KBIH terkait tidak boleh kurang dari 100 (seratus) 
jamaah kalau ingin melanjutkan perizinan. Kami datangi 
KBIH terkait itu 3(tiga) bulan sebelum masa perizinan 
habis.”62 
 
 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh KBIH agar dapat 
memperpanjang izin pendirian sebagai berikut : 
1) Surat Permohonan Yayasan (KBIH) kepada Kaantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
2) Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota 
3) Hasil Akreditasi oleh Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota 
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4) Rekomendasi dari FK KBIH Setempat (Bagi Kabupaten/Kota 
yang sudah ada FK-KBIH) 
5) Salinan sah akte Pendirian Yayasan beserta perubahannya 
yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM 
6) Salinan Sah Akte Kepemilikan gedung/kantor/sekertariat 
7) Latar belakang pendirian KBIH 
8) Profil KBIH (identitas KBIH) 
9) Daftar nama pegurus KBIH (bukan PNS aktif) dan 
Pembimbing Haji bersertifikat 
10) Fotocopy Sertifikat Pembimbing Ibadah Haji dan dilegalisir 
11) Daftar Lembaga Pendidikan formal/non formal yang dikelola 
Yayasan (madrasah, pesantren, majlis taklim, dll) 
12) Rencana program KBIH minimal 1 (satu) tahun tentang 
bimbingan manasik 
13) Surat Pernyataan tunduk dan patuh pada peraturan dan 
ketentuan yang berlaku 
14) Fotocopy kartu NPWP an. Yayasan/KBIH 
15) Foto gedung/kantor/sekretariat.63 
d. Pelaporan dan evaluasi 
Pelaporan dan evaluasi yang dilakukan oleh Bidang PHU 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
dalam mengawasi KBIH yang ada di Jawa Timur dilakukan 
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setiap 3(tiga) tahun sekali. Laporan ini dilakukan untuk 
membandingkan output dan input yang direncanakan dengan 
hasil yang didapat. Hasil dari laporan yang diperoleh dapat 
digunakan untuk evaluasi dan sebagai dasar program kerja tahun 
berikutnya. 
Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Timur memperoleh hasil dari laporan pengawasan KBIH 
yang ada di Provinsi Jawa Timur taip 3 (tiga) tahun seklai 
setelah masa perizinan KBIH Habis. Evaluasi dispatkan dari 
hasil laporan pengawasan KBIH dalam waktu 2(dua) tahun ke 
belakang. Hal ini juga dipaparkan oleh informan 1: 
“evaluasinya itu ya dari data-data yang kami dapat waktu 
proses pengukuran, sudah memenuhi syarat atau tidak 
KBIH terkait untuk melanjutkan perizinan. Dari data-data 
tersebut kami bisa mempertimbangkan untuk mmberi 
perpanjangan izin atau malah mencabut perizinan KBIH 
itu.”64 
 
Setelah mendapatkan data dari proses pengukuran pihak 
Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Timur bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
mengevaluasi tingkat kelayakan KBIH untuk tetap diberi izin 
lanjutan untuk pendirian atau dicabut izin pendiriannya sesuai 
dengan tingkat kemampuan KBIH terkait memenuhi persyaratan 
yang sudah ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan 
oleh KBIH, maka izin dapat dicabut sewaktu-waktu. Hal 
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tersebut juga di benarkan oleh informan 2, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masa perizinan 
KBIH tersebut melakukan kesalahan makan akan 
mendapat sangsi dari petugas yang berwenang. Itu semua 
sudah adalah peraturan yang telah ditetapkan. Pertama 
hanya sanksi peringatan tapi jika melakukan kesalahan 
besar ya izin pendiriannya dicabut.”65 
 
KBIH yang ada di Indonesia harus memiliki izin pendirian. 
Dengan adanya izin pendirian KBIH yang ada di Indonesia 
semua diawasi oleh Kantor Kementerian Agama. Apabila KBIH 
melanggar peraturan dan syarat ketentuan dari undang-undang 
yang telah ditetapkan, maka KBIH tersebut akan mendatkan 
sanksi. KBIH yang kedapatan melanggar ketentuan akan 
dikenakan sanksi sebagai berikut: 
a) Peringatan lisan atau tertulis 
b) Pembekuan izin selama-lamanya 2 (dua) tahun 
operasional 
c) Pencabutan izin pendirian 
2. Tujuan Pengawasan KBIH yang dilakukan oleh Bidang PHU Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 
Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang PHU Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur terhadap KBIH yang ada di 
Jawa Timur agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan 
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meminimalisir terjadinya kesalahan. Hal ini juga di paparkan oleh 
informan 1: 
“Tujuan dari pengawasan yang dilakukan kita itu mbak 
untuk mengurangi terjadinya resiko dilapangan. KBIH 
yang ada di Indonesia seluruhnya Memiliki Izin dan dasar 
hukum untuk pendiriannya”.66 
 
Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang PHU Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ialah agar mengurangi 
terjadinya resiko yang ada dilapangan dan seluruh KBIH yang ada di 
Indonesia memiliki izin Pendirian dan dasar hukum .  
Hal yang terkait dengan tujuan pengawasan adalah sebagai 
berikut: 
1) Meminimumkan terjadinya kesalahan, penyimpangan, 
penyelewengan, pemborosan dan hambatan 
Pengawasan dilakukan untuk mengurangi terjadinya 
kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan 
hambatan. Hal ini juga dikatakan oleh informan 2 sebagai berikut: 
“KBIH yang ada di Jawa Timur ini diawasi oleh kita agar 
tidak ada penyimpangan yang terjadi. Jika pun ada 
penyimpangan yang terjadi dilapangngan, maka dapat 
langsung di atasi dan dilakukan tindakan”. 67 
 
KBIH yang ada di Provinsi Jawa Timur seluruhnya 
diawasi oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur. Pengawasan dilakukan untuk mengurangi 
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penyimpangan atau hal yang tidak di ingikan dilapangan. Jika 
terjadi kesalah dapat langsung diambil tindakan koreksi. 
2) Meminimumkan kesalahan, penyimpangan, pemborosan dan 
hambatan agar tidak terulang kembali 
Pengawasn  dilakukan agar kealahan yang pernah terjadi 
tidak terulang kembali. Hal ini juga di paparkan oleh informan 1 
 “Pengawasan yang dilakukan untuk mengurangi 
kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Seperti baru-
baru ini kasus First Trevel banyak orang yang tertipu, 
itukan ada beberapa calon jamaahnya yang tidak kunjung 
diberangkatkan dan jamaahnya ada di beberapa kota 
yang ada di Indonesia. Kita menerima laporan dari 
masyarakat dan melakukan tindakan seperti laporan 
pengaduan jamaah yang telah tertipu dan melakukan 
pengecekan apakah jamaah sudah terdaftar atau belum di 
Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dari kesalahan-
kesalahan tersebut kita dapat melakukan evaluasi dan 
melakukan pembenahan agar kesalahan tersebut tidak 
terjadi lagi mbak.”68 
 
Dari pengawasan yang dilakukan oleh Bidang PHU 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Provinsi Jawa Timut 
ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang ada 
dilapangan dan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi agar 
dapat dikurangi dan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. 
3) Meningkatkan kegiatan opersasional dari KBIH yang diawasi 
Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor wilayah  
Kementerian Agama bermafaat untuk KBIH itu sendiri. Hal ini 
dikarenakan, masyarakat yang ada akan mempercayai dan yakin 
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jika dibimbing oleh KBIH yang memiliki Izin resmi. Hal ini pun 
juga dikatakan oleh informan 1: 
“ gini ya mbak kalau sebuah lembaga itu memiliki izin 
pendirian yang legal pasti orang-orang akan percaya 
dengan lembaga tersebut dan yakin untuk dibimbing. 
Kemudia jamah yang sudah pernah dibimbing pasti 
ikutan promosi ke tetangga-tetangganya dan saudara-
sauaranya, bilang kalau mau berangkat Haji ikut KBIH 
itu aja pelayanannya pada saat bimbingan bagus dan 
terpecaya juga, itu otomatis akan meningkatkan jumlah 
jamaah pada KBIH tersebut”.69 
 
Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat dapat 
meningkatkan jumlah jamaah. Hal tersebut akan meningkatkan 
kegiatan operasional dari KBIH tersebut. 
4) Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan 
demi pencapaian kerja yang lebih baik  
Tindakan koreksi diperlukan agar kesalahan-kesalahan 
yang pernah dilakukan dapat diminimalisir demi mencapai kerja 
yang lebih baik. Hal ini juga disampaikan oleh informan 1: 
“pengawasan kita lakukan ini bertujuan untuk mengoreksi 
kegiatan yang dilakukan oleh KBIH, agar tidak terjadi 
kesalahan, penyelewengan dan lainnya yang dapat 
merugikan jamaah”.70 
 
Pengawasan yang dilakukan oleh Bagian PHU Kantor 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dilakukan bertujuan 
untuk mengkoreksi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KBIH 
agar tidak ada penyelewengan atau penyalagunaan amah. 
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Tindakan koreksi ini juga bertujuan agar kesalah yang pernah 
terjadi tidak terulang kembali. 
C. Analisis Data 
1. Proses Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian 
Agaman Provinsi Jawa Timur 
Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. 
Dalam proses pengawasan terdapat tahapan-tahapan yang perlu 
dilakukan. Proses pengawasan memiliki empat tahapan yang harus 
dilalui untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.
71
 Tahapan 
dalam proses pengawasan dilakukan secara berurutan. Hal ini 
bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan proses pengawasan. 
Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam melakukan 
pengawasan. Tahapan dalam proses pengawasan anatara lain, 
perencanaan strategis, persiapan anggaran, pelaksanaan dan 
pengukuran, pelaporan dan evaluasi. Proses pengawasan dilakukan 
agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 
Proses pengawasan yang dilakukan oleh Bidang PHU Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dalam mengawasi KBIH 
yang ada di Jawa Timur sesuia dengan teori yang ada yang pada 
penelitian ini. Dalam melakukan pengawasan Bidag PHU Kantor 
Wilayah Kementerian Agama  Jawa Timur juga melakukan beberapa 
tahapan. Hal ini digunakan agar mudah dalam melakukan pengawasan.  
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Ada beberapa tahapan dalam proses pengawasan yang 
dilakukan oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi KBIH yang ada di Jawa 
Timur. Proses pengawasan  menurutinforman 1 dari Bidang PHU 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tersebut 
antara lain: 
“Dalam melakukan pengawasan KBIH yang ada diprovinsi 
Jawa timur kita juga melakukan bebarapa tahapan. Tahapan 
pengawasan ini dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar 
dan dapat mencapi tujuan yang telah ditetapkan”.72 
 
Dari urain diatas dapat dilihat bahwa proses pengawasan yang 
dilakukan oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa tahapan yang yang dilalui. 
Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bidang PHU Kantor 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tersebut antara lain ialah 
a. Perencanaan strategis 
Dalam melakan sesuatu pasti diperlukan perencanaan agar 
tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Dalam tahapan 
pengawasan diperlukan sebuah perencanaan. Dengan adanya 
perencanaan strategis sebuah pengawasan akan berjalan sesuai 
dengan apa yang diinginkan. Pada fase ini, program rencana 
pengawsasan dibuat. 
Perencanaan strategis yang dikatakan oleh informan 1: 
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“Sebenarnya perencaan strategis itu untuk wilayah 
Jawa Timur tidak ada perbedaan dengan wilayah-
wilayah lainnya yang ada di Indonesia, jadi semua 
wilayah itu sama. Karena proses perencaan 
strategisnya sendiri itu sudah diatur oleh pemerintah 
dalam undang-undang.”73 
 
Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh paparan dari informan 2: 
“jadi gini, mbak. Perencaan strategis kami punya 
landasan hukum yang sudah diatur oleh pemerintah. 
Seingat saya itu, ada di undang-undang, beberapa di 
peraturan presiden, ada juga yang diatur dalam 
peraturan menteri agama, sama ada juga yang di 
peraturan pemerintah.”74 
 
Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memiliki perencaan 
strategis yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang ada. 
Pemerintah mengatur perencanaan strategis untuk proses pengawasan 
kedalam beberapa dasar hukum, dan dasar hukum tersebut berlaku 
untuk seluruh wilayah di Indonesia. Berikut dasar hukum yang 
digunakan untuk perencanaan strategis : 
a) Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji menjadi Undang-Undang; 
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b) Peraturan Pemeritah Nomor 79 Tahun 2012 tetang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji; 
c) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
kementerian Negara 
d) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementrian Agama 
e) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian 
Agama 
f) Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; 
g) Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 




Selain perencamaan strategis yang telah diatur oleh undang-
undang Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur juga memerluka data KBIH yang ada di 
seluruh wilayah provinsi Jawa Timur. Hal ini digunakan untuk 
merencanakan proses pengawasan dan penganggaran. 
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Robert N Anthony mengatakan bahwa perencanaan 
strategis berisi tentang rencana pemasukan dan pengeluaran 
pada beberapa tahun mendatang. Pembuatan perencanaan 
strategi digunakan untuk mengendalikan proses pengawasan.
76
 
Dalam teori lainnya menurut T. Hani Handoko mengatakan 
bahwa “tahapan proses pengawasan yang pertama adalah 
penetapan standar. Penetapan standar dilakukan sebagai proses 
pengukuran dalam pengawasan”.77 
Proses pengawasan yang dilakukan oleh Bidang PHU 
Kantor Kementerian Agama Jawa Timur melakukan tahapan-
tahapan yang ada pada proses pengawasan. Perencanaan 
strategis yang dilakukan dibuat untuk memudahkan dalam 
pngawasan. Penetapan standar pengawasan juga telah ditetapkan 
dalam undang-undang yang telah dibuat oleh Kantor 
Kementerian Agama Pusat. 
b.  Persiapan Anggaran 
Setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada anggaran yang 
dibutuhkan walaupun anggaran tidak selalu dalam bentuk uang. 
Dalam merencanakan persiapan anggran kerjanya Bidang PHU 
di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
dilakukan untuk masa satu tahun program kerja. Hal ini 
dikatakan oleh informan 1 
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“Kami dalam melakukan pengawasan terhadap KBIH 
itu bersama orang Depag. Kami mendatangi KBIH 
untuk mendata kelengkapan berkas dan lainnya. Jadi 
anggaran yang kami butuhkan untuk melaksanakan 
pengukuran itu berupa transportasi yang dimana 
sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah 
sudah menganggarkan untuk semua kebutuhan yang 
diperlukan oleh Bidang Penyelenggaran Haji dan 
Umroh, termasuk didalamnya anggaran untuk 
transportasi yang kam gunakan untuk proses 
pengukuran KBIH.”78 
 
Pelaksanaan persiapan anggaran dalam proses pengawasan 
yang dilakuka oleh Bidang PHU  Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Timur sudah ditetapkan menjadi satu dalam 
dana anggaran tahunan Haji, jadi tidak ada anggara khusus untuk 
pengawasan 
Proses persiapan anggaran dalam pengawasan dibutuhkan 
untuk menunjang kegiatan pengawasan. Hal ini juga dijelaskan 
olehRobert N Anthony yang dikutip oleh Indra Bastian dalam 
bukunya yang berjudul sistem pengendalian Manajemen Sektor 
Publik, mengenai persiapan anggaran “proses persiapan anggaran 
adalah merencanakan dengan mengungkap kuantitatif secara 
moneter dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Tahapan ini 
dilakukan untuk mendukung sebuah program agar berjalan 
dengan lancar”.79 
Sedangkan menurut Ais Zakiyudin tahapan yang kedua 
dalam proses pengawasan adalah penentuan pengukuran 
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pelaksanaan kegiatan. “ penentuan pengukuran pelaksanaan 
kegiatan adalah menetapkan standar-standar pelaksanaan 
pengukura kegiatan secara nyata.”80 
Dari hasil analisis yang dilakukan dilapangan Bidang PHU 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
melakukan persiapan anggaran dalam melaksanakan proses 
pengawasan dan juga melakukan penetapan standar pelaksanaan 
pengukuran kegiatan. Namun untuk persipan anggaran masuk 
kedalam persiapan dana anggaran kerja tahunan Bidang PHU 
tidak ada anggaran khusus untuk proses pengwasan. 
c. Pelaksanaan dan Pengukuran  
Pelaksanaan program pengawasan KBIH dilakukan oleh 
Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa 
Timur dengan cara pembagian tugas pada divisi penyusunan 
bahan pengawasan PIHK/PPIU dan dibantu oleh Kementerian 
Agama Kabupaten di bagian yang sama. Hal ini dikatakan oleh 
informan 1: 
“Untuk pengukurannya sendiri itu 3 bulan sebelum 
masa perizinan KBIH terkait kadaluwarsa. Selama 
proses pengukuran itu kami lihat, apakah KBIH 
terkait itu memenuhi syarat untuk melanjutkan izin 
pendirian. Kami lihat mulai dari segi ketenaga 
kerjaan, segi properti, daftar kerjasama dengan suatu 
lembaga, berkas kelengkapan apa saja yang sudah 
dimiliki. Kalau dari segi ketenanga kerjaan itu kami 
data siapa saja pengurus KBIH, tapi disini itu yang 
didata khusus yang bukan PNS aktif terus kami juga 
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mendata Pembimbing Haji yang sudah ada 
sertifikatnya. Dari segi properti kami mintai Akta 
kepemilikan gedung itu dalam bentuk salinan yang 
sah, profil bangunan, fotocopy kartu NPWP atas nama 
Yayasan/KBIH terkait, kami juga mengambil foto 
gedung untuk keperluan pendataan. Kami juga 
melakukan cek daftar lembaga pendidikan mau formal 
ataupun non formal yang dikelola oleh yayasan 
seperti madrasah, pesantren, majelis taklim, kurang 
lebih begitu.”81 
 
Pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh Bidang 
PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa izin KBIH habis. Pada saat 
proses pengukuran KBIH terkait harus memenuhi syarat untuk 
melanjutkan izin pendirian. Syarat izin pendirian KBIH sudah 
diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Hal ini pun dibenarkan oleh informan 3 dengan mengatakan: 
“iya mbak untuk proses pengukuran itu kami lakukan 
bersama orang Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur. Kita lihat disana kelengkapan 
berkas mulai dari surat izin pendirian sampai profil 
bangunan juga, kami juga data dalam 2 (dua) tahun 
terakhir jumlah jamaah di KBIH terkait tidak boleh 
kurang dari 100 (seratus) jamaah kalau ingin 
melanjutkan perizinan. Kami datangi KBIH terkait itu 
3(tiga) bulan sebelum masa perizinan habis.” 82 
 
Tahapan pelaksanaan dan pengukuran dilakukan untuk 
menilai apakah KBIH dapat melajutkan perizinannya atau 
dicabut. Pelaksanaan pengukuran penilaian juga digunakan 
sebagai acuan penetapan akreditasi dari KBIH yang ditetapkan 
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oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 
Hal tersebut juga dijelaskan oleh Robert N Anthony yang dikutip 
oleh Indra Bastian dalam bukunya yang berjudul sistem 
pengendalian Manajemen Sektor Publik, mengenai pelaksanaan 
dan pengukuran “Pelaksanaan program dilakukan dengan cara 
mengawasi apapun yang terjadi dan staf akuntansi merekam 
output maupun input secara aktual, sebagai bentuk tanggung 
jawab dalam melaksanakan program pengawasan”.83 Hal yang 
sama juga dikatakan oleh T. Hani Handoko mengenai tahapan 
proses pengawasan “setelah menetapkan standar pengukuran 
pelaksanaan, selanjutnya melakukan monitoring kegiatan 
pelaksanaan pengukuran”.84 
Pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh Bidang 
PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 
pihak PHU telah melakukan pelaksanaan-pelaksanaan 
pengukuran yaitu dengan cara memeriksa kelengkapan berkas 
yang ada pada tiap-tiap KBIH yang ada di Jawa Timur sebelum 
masa izin habis dan dilakukan perpanjangan perizinan. Bukti hasil 
dari pelaksanaan dan penilaian yang dilakukan oleh Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut: 
                                                             
83Indra Bastian, 2014, Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat, 
hal.18 
84
T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Suber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE, hal.363-
365 



































d. Pelaporan dan evaluasi 
Pelaporan dan evaluasi adalah tahapan akhir pada proses 
pengawasan. Pelaporan dan evaluasi yang dilakukan oleh 































Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Timur dalam mengawasi KBIH yang ada di Jawa Timur 
dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Laporan ini dilakukan 
untuk membandingkan output dan input yang direncanakan 
dengan hasil yang didapat. Hasil dari laporan yang diperoleh 
dapat digunakan untuk evaluasi dan sebagai dasar program kerja 
tahun berikutnya. 
Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Timur memperoleh hasil dari laporan pengawasan KBIH 
yang ada di Provinsi Jawa Timur taip 3 (tiga) tahun seklai 
setelah masa perizinan KBIH Habis. Evaluasi dispatkan dari 
hasil laporan pengawasan KBIH dalam waktu 2(dua) tahun ke 
belakang. Hal ini juga dipaparkan oleh informan 1: 
“evaluasinya itu ya dari data-data yang kami dapat waktu 
proses pengukuran, sudah memenuhi syarat atay tidak 
KBIH terkait untuk melanjutkan perizinan. Dari data-data 
tersebut kami bisa mempertimbangkan untuk mmberi 
perpanjangan izin atau malah mencabut perizinan KBIH 
itu.”85 
 
Setelah mendapatkan data dari proses pengukuran pihak 
Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Timur bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
mengevaluasi tingkat kelayakan KBIH untuk tetap diberi izin 
lanjutan untuk pendirian atau dicabut izin pendiriannya sesuai 
dengan tingkat kemampuan KBIH terkait memenuhi persyaratan 
                                                             
85Informan 1, Hasil wawancara, Kantor Asrama Haji sukolilo, 24 Maret 2018, pukul 10:00 WIB 































yang sudah ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan 
oleh KBIH, maka izin dapat dicabut sewaktu-waktu. Hal 
tersebut juga di benarkan oleh informan 1, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masa perizinan 
KBIH tersebut melakukan kesalahan makan akan 
mendapat sanksi dari petugas yang berwenang. Itu semua 
sudah adalah peraturan yang telah ditetapkan. Pertama 
hanya sanksi peringatan tapi jika melakukan kesalahan 
besar ya izin pendiriannya dicabut.”86 
 
Hasil dari pelaporan dan evaluasi pada tahapan akhir dari 
proses pengawasan digunakan sebagai bahan acun untuk 
program ditahun yang akan datang. Hal tersebut juga juga 
dijelaskan oleh Robert N Anthony yang dikutip oleh Indra 
Bastian dalam bukunya yang berjudul sistem pengendalian 
Manajemen Sektor Publik, mengenai pelaporan dan evaluasi 
pada proses pengawasnan, yaitu: “laporan memungkinkan 
manajer dalam membandingkan outpu dan input yang 
direncanakan dengan hasil yang didapat”.87 Sedangkan menurut 
Ais Zakiyudin proses evaluasi dilakukan hanya bila perlu saja “ 
bila hasil analisis perlu melakukan koreksi dan harus diambil 
tindakan”88 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
beserta Kabupaten malakukan laporan dan evaluasi untuk 
                                                             
86Informan 2, Hasil wawancara, Kantor Asrama Haji sukolilo, 24 Maret 2018, pukul 10:00 WIB 
87Indra Bastian, 2014, Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat, 
hal.18 
88Ais Zakiyudin, 2013, Teori Praktek Manajemen, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hal.57 































diambil hasil keputusan mengenai lanjutan dari perizinan KBIH. 
Apakah KBIH itu layak untuk dilanjutan masa perizinannya atau 
dihentikan. Hasil dari laporan tersebut disimpan dan dijadikan 
bahan acuan untuk tahun yang akan datang. Contoh hasil 
laporan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian 
Agama Kabupatan Sidoarjo bersama dengan Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut: 
  














































































































































2. Tujuan Pengawasan  
Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang PHU Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur terhadap KBIH yang ada di 
Jawa Timur agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan 
meminimalisir terjadinya kesalahan. Hal ini juga dipaparkan oleh 
informan 1: 
“Tujuan dari pengawasan yang dilakukan kita itu mbak 
untuk mengurangi terjadinya resiko dilapangan. KBIH 
yang ada di Indonesia seluruhnya Memiliki Izin dan dasar 
hukum untuk pendiriannya”.89 
 
Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang PHU Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ialah agar mengurangi 
terjadinya resiko yang ada dilapangan dan seluruh KBIH yang ada di 
Indonesia memiliki izin Pendirian dan dasar hukum .  
Hal yang terkait dengan tujuan pengawasan adalah sebagai 
berikut: 
a) Meminimumkan terjadinya kesalahan, penyimpangan, 
penyelewengan, pemborosan dan hambatan 
Pengawasan dilakukan untuk mengurangi terjadinya 
kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan 
hambatan. Hal ini juga dikatakan oleh informan 2 sebagai berikut: 
                                                             
89Informan 1, Hasil wawancara, Kantor Asrama Haji sukolilo, 24 Maret 2018, pukul 10:00 WIB 































“KBIH yang ada di Jawa Timur ini diawasi oleh kita agar 
tidak ada penyimpangan yang terjadi. Jika pun ada 
penyimpangan yang terjadi dilapangngan, maka dapat 
langsung diatasi dan dilakukan tindakan”. 90 
 
KBIH yang ada di Provinsi Jawa Timur seluruhnya 
diawasi oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur. Pengawasan dilakukan untuk mengurangi 
penyimpangan atau hal yang tidak diingikan dilapangan. Jika 
terjadi kesalah dapat langsung diambil tindakan koreksi. 
b) Meminimumkan kesalahan, penyimpangan, pemborosan dan 
hambatan agar tidak terulang kembali 
Pengawasn  dilakukan agar kesalahan yang pernah terjadi 
tidak terulang kembali. Hal ini juga dipaparkan oleh informan 1 
 “Pengawasan yang dilakukan untuk mengurangi 
kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Seperti baru-
baru ini kasus First Trevel banyak orang yang tertipu, 
itukan ada beberapa calon jamaahnya yang tidak kunjung 
diberangkatkan dan jamaahnya ada di beberapa kota 
yang ada di Indonesia. Kita menerima laporan dari 
masyarakat dan melakukan tindakan seperti laporan 
pengaduan jamaah yang telah tertipu dan melakukan 
pengecekan apakah jamaah sudah terdaftar atau belum di 
Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dari kesalahan-
kesalahan tersebut kita dapat melakukan evaluasi dan 
melakukan pembenahan agar kesalahan tersebut tidak 
terjadi lagi mbak.”91 
 
Dari pengawasan yang dilakukan oleh Bidang PHU 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Provinsi Jawa Timut 
ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang ada 
                                                             
90
Informan 2, Hasil wawancara, Kantor Asrama Haji sukolilo, 24 Maret 2018, pukul 10:00 WIB 
91Informan 1, Hasil wawancara, Kantor Asrama Haji sukolilo, 24 Maret 2018, pukul 10:00 WIB 































dilapangan dan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi agar 
dapat dikurangi dan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. 
c) Meningkatkan kegiatan opersasional dari KBIH yang diawasi 
Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor wilayah  
Kementerian Agama bermafaat untuk KBIH itu sendiri. Hal ini 
dikarenakan, masyarakat yang ada akan mempercayai dan yakin 
jika dibimbing oleh KBIH yang memiliki Izin resmi. Hal ini pun 
juga dikatakan oleh informan 1: 
“ gini ya mbak kalau sebuah lembaga itu memiliki izin 
pendirian yang legal pasti orang-orang akan percaya 
dengan lembaga tersebut dan yakin untuk dibimbing. 
Kemudia jamah yang sudah pernah dibimbing pasti 
ikutan promosi ke tetangga-tetangganya dan saudara-
sauaranya, bilang kalau mau berangkat Haji ikut KBIH 
itu aja pelayanannya pada saat bimbingan bagus dan 
terpecaya juga, itu otomatis akan meningkatkan jumlah 
jamaah pada KBIH tersebut”.92 
 
Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat dapat 
meningkatkan jumlah jamaah. Hal tersebut akan meningkatkan 
kegiatan operasional dari KBIH tersebut. 
d) Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan 
demi pencapaian kerja yang lebih baik  
Tindakan koreksi diperlukan agar kesalahan-kesalahan 
yang pernah dilakukan dapat diminimalisir demi mencapai kerja 
yang lebih baik. Hal ini juga disampaikan oleh informan 1: 
“pengawasan kita lakukan ini bertujuan untuk mengoreksi 
kegiatan yang dilakukan oleh KBIH, agar tidak terjadi 
                                                             
92Informan 1, Hasil wawancara, Kantor Asrama Haji sukolilo, 24 Maret 2018, pukul 10:00 WIB 































kesalahan, penyelewengan dan lainnya yang dapat 
merugikan jamaah”.93 
 
Pengawasan yang dilakukan oleh Bagian PHU Kantor 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dilakukan bertujuan 
untuk mengkoreksi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KBIH 
agar tidak ada penyelewengan atau penyalagunaan amanah. 
Tindakan koreksi ini juga bertujuan agar kesalah yang pernah 
terjadi tidak terulang kembali. 
Menurut Manullang dalam bukunya yang berjudul dasar-
dasar manajemen menjelaskan tetang tujuan dari pengawasan 
sebagai berikut, “Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar 
apa yang telah direncanakan menjadi kenyataan”.94 Sementara 
menurut T. Hani Handoko mengenai tujuan pengawasan adalah 
“pengawasan juga bertujuan untuk mencegah atau memperbaiki 
kesalahan, penyimpangan dan ketidak sesuaian yang telah 
ditetapkan”.95 
Tujuan pengawasan  Bidang PHU Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Jawa Timur  terhadap KBIH yang ada di 
Jawa Timur dimaksudkan untuk mengontrol keberadaan KBIH 
yang ada di Jawa Timur dan melakukan tindakan evaluasi untuk 
memperbaiki kinerja sebelumnya. Pengawasan juga bertujuan 
                                                             
93Informan 1, Hasil wawancara, Kantor Asrama Haji sukolilo, 24 Maret 2018, pukul 10:00 WIB 
 
94Manullang, 1190, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Galai Indonesia, hal. 173 
95
T. Hani Handoko, 2003, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE, 
hal.25 































untuk menimimalisir tindakan penyelewengan dan kecurangan, 
selain itu pengawasan terhadap KBIH yang ada dapat 
menimbulkan rasa percaya jamaah terhadap KBIH yang ada di 
wilayah Provinsi Jawa Timur. 
  


































Dari hasil analisis dan pembahasan tentang Implementasi 
Pengawasan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) oleh Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, penulis dapat 
mengambil kesimpulan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama sudah 
mengimplementasikan pengawasan terhadap KBIH yang berada di Jawa 
Timur. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian 
Agaman Provinsi Jawa Timur terhadap KBIH yang ada di Jawa Timur 
dilakukan oleh seksi pembinaan ibadah haji dan umroh yang berada di 
Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provisi Jawa Timur. 
Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kantor 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sudah diatur dalam undang-
udang. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah 
Kementerian Agama diterapkan mulai dari tahapan perencanaan strategis, 
tahapan perencanaan anggaran, tahapan pelaksanaan dan pengukuran, serta 
tahapan evaluasi dan pelaporan untuk menjalankan proses pengawasan. 
Hal ini dilakukan agar pengawasan yang dilakukan berjalan secara efektif 
dan efisien. 
Kantor Wilayah Kementerian Agama menjalankan proses 
pengawasan terhadap KBIH bertujuan untuk meminimumkan terjadinya 
kesalahan, sebagai tindakan preventif agar tidak mengulangi kesalahan, 































meningkatkan kegiatan operasional dari KBIH yang diawasi, serta 
melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan demi 
pencapaian kerja yang lebih baik. 
B. Saran dan Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan fakta di lapangan, peneliti 
mencoba memberikan saran-saran dan rekomendasi berdasarkan analisis 
yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi 
masukan bagi Kantor Wilayah Menenterian Agama Provinsi Jawa Timur, 
yaitu: 
1. Sebagai kantor pelayanan publik di bidang keagamaan Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur sudah melakukan 
Pelayanan yang baik terhadap jamaah haji dan umroh, namun 
karena terlalu banyaknya tugas yang mereka lakukan terkadang 
pelayanan terganggu dengan hal-hal lainnya 
2. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wiayah 
Kementerian Agama Provisi Jawa Timur dalam mengawasi 
KBIH yang ada di Jawa Timur sudah sesuai dengan tahapan-
tahapan dalan proses pengawan yang ada, namun proses 
pengawasan secara langsung dilakukan pada saat masa izin 
pendirian KBIH akan habis. 
  































C. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa terdapat banyak 
kekurangan dalam hasil penelitian. Adapun kendala yang dialami oleh 
peneliti adalah kurangnya pemahaman mengenai teori maupun 
keterbatasan dalam penggalian data kepada narasumber dan kesibukan lain 
yang dilakukan sebagai kewajiban dari narasumber 
  
































Tema:   Implementasi Pengawasan 
Visi Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
Visi: Terwujudnya masyaarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, 
cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan 
Indonesia yang berdaulad, mandiri dan berkepribadian 
berlandaskan gotong royong. 
Misi:  a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Agama 
b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama 
c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan 
berkualitas  
d. Meningkatka pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi 
ekonomi keagamaan  
e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh yang 
berkualitas dan akuntabel 
f. Meningkatka akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, 
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan 
keagamaan 
g. Mewujudkan tatakelola Pemerintah yang bersih, akuntabel dan 
terpercaya. 
Visi Misi Penyelenggaraan Haji dan Umro (PHU) 
Visi:  Terwujudnya efektifitas pelaksanaan pendaftaran jemaah haji dan 
pembinaaan serta pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji 
dengan nyaman dan adil kepada masyarakat muslim di wilayah 
Jawa Timur setiap tahunnya yang mengacu pada perundang-
undangan yang berlaku. 
Misi: 1) Meningkatkan kualitas penyuluhan haji dan umroh 
2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran haji 
3) Optimalisasi pelayanan dokumen haji 
4) Intensifikasi pembinaan haji 
5) Intensifikasi koordinasi penyelenggaraan ibadah haji 
(pemberangkatan dan pemulangan) 































6) Optimalisasi pembinaan KBIH, Trevel Haji Khusus dalam 
pelayanan haji 
7) Meningkatkan kuali 
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